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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia ada bermacam-macam hukum. Salah
satunya adalah hukum Islam. Menurut M.A. Jaspan (1988),
“Pada tahun 1960-an, di Indonesia ada tiga atau empat aliran
utama teori hukum: adat, Islam, positif (Barat), dan sosialis
Indonesia”. Dalam perkembangannya, semua sistem hukum
tersebut di kemudian hari menjadi bahan hukum nasional.
Sistem hukum di atas paling tidak secara implisit diakui oleh
konstitusi, diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, tumbuh dan berkembang di tengah-tengah
masyarakat Indonesia, dan dikembangkan oleh ilmu hukum
serta praktik peradilan.

Muhyar Fanani menyatakan, bahwa “Hukum Islam
tumbuh di tengah masyarakat Indonesia berdampingan
dengan hukum adat”, (Muhyar Fanani:2008) bahkan antara
“Islam dan adat-istiadat setempat saling mempengaruhi”.
(Jazuni:2005) Selain itu juga hukum Islam kontemporer
banyak menyerap konsep yang berasal dari Barat. Hal ini

diakui oleh Peunoh Daly sebagaimana dikutip oleh Jazuni

1



Karakteristik Harta PNS Muslim di Indonesia

bahwa “Hukum Islam memerlukan 'pinjaman' dari hukum
Barat dalam sistem penyusunannya. Sebaliknya, hukum Islam
juga mempengaruhi hukum Barat. (Noel ]. Coulson:2003).
Salah satu aspek ajaran hukum Islam yang mendominasi
dalam praktik hukum masyarakat muslim adalah hukum
waris. Hukum waris yang berlaku di Indonesia saat ini cukup
beragam dan menimbulkan pluralisme hukum, terutama di
samping hukum waris positif yang disahkan oleh negara, juga
berlaku hukum waris Islam dan adat yang dikembangkan dan
berlaku bagi masyarakat setempat secara turun temurun.
Menurut Ahmadi Hasan (2007) “Beragamnya sistem hukum
kewarisan di Indonesia ini didasari oleh adanya aneka warna
hukum di Indonesia. Adanya aneka warna hukum di
Indonesia sudah lama dan dapat dikatakan adanya mulai
pada waktu kedatangan orang Belanda di Indonesia, yakni
pada tahun 1596”. Samsu Rizal dan Taufik (2004)
menjelaskan, bahwa “Ketika Belanda dalam hal ini Verenigde
Oost Indische Compagnie (VOC) menjajah Indonesia,
pengadilan terpisah bagi golongan Eropa dan pribumi
diperkenalkan”. Hal ini terkait dengan pernyataan Herlin
Budiono (2006), bahwa “pembagian penduduk Hindia-
Belanda yang dibagi ke dalam tiga golongan penduduk, yaitu:

Bumiputra, Eropa, dan Timur Asing”.
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Oleh karena itu, pembedaan golongan penduduk
tersebut berdampak pada pembedaan dalam hukum
keperdataan masing-masing golongan. Hukum perdata
material bagi golongan Eropa dan Timur-Asing Tionghoa
ditetapkan berdasarkan asas konkordansi. Asas konkordansi
mengandung makna bahwa “hukum yang berlaku bagi
golongan Eropa dan Timur-Asing Tionghoa di Hindia Belanda
harus sejauh mungkin berkesesuaian dengan hukum yang
berlaku di Belanda”. Berlandaskan pada ketetapan untuk
seluruh wilayah Indonesia berkenaan dengan hukum
keperdataan dan hukum dagang bagi golongan penduduk
Timur-Asing bukan Tionghoa, misalnya penduduk Arab dan
India, diberlakukan keseluruhan Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata dengan beberapa pengecualian.

Ketentuan waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (untuk selanjutnya disingkat dengan KUH Pdt.)
diatur dalam Pasal 830 hingga Pasal 1130. Prinsip pewarisan
yang diatur dalam Pasal 830 KUH Pdt. adalah harta waris
baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila
terjadinya suatu kematian. Berdasarkan prinsip tersebut,
maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang
mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik itu berupa
keturunan langsung maupun orang tua, saudara,
nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya.

Sesuai karakteristik sosiologis yang membagi harta untuk
3
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pihak yang memiliki garis darah dan sebab perkawinan. Harta
menjadi pelindung kehidupan mereka. Secara sosiologis
dapat dipahami sebagai apresiasi genetika dan logistis
perasaan dalam orang-orang dekat yang ditinggalkan.
Sementara, pemberlakuan hukum secara yuridis akan mampu
memelihara perasaan antara seseorang dan antar
kekerabatan maupun hubungan kemasyarakatan. Aturan
hukum terhadapnya akan menghilangkan perebutan atas
harta kekayaan dalam masyarakat.

Indonesia yang -salah satu- penduduknya beragama
[slam selalu menjadikan Islam sebagai sendi yang memegang
peranan signifikan dalam berbagai kehidupan. Sebagai
seorang muslim tentu dituntut untuk melaksanakan Islam
secara kaffah (utuh), termasuk melaksanakan ketentuan
hukum waris. Dalam konteks Indonesia, maka seorang
muslim tentu dihadapkan pada adanya dualisme dalam
hukum nasional yaitu hukum positif dan hukum Islam yang
antara keduanya di samping terdapat norma-norma hukum
yang sama, terdapat juga norma-norma hukum yang berbeda.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem
hukum Eropa, hukum agama dan hukum adat. Sebagian besar
sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis
pada hukum Eropa Kontinental, khususnya dari Belanda

karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan
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wilayah  jajahan dengan sebutan Hindia Belanda
(Nederlandsch-Indie). Hukum Islam, karena sebagian
masyarakat Indonesia menganut agama Islam, dominasi
hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang
perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Selain itu, di
Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap
dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang
merupakan penerusan aturan-aturan setempat dari
masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah
nusantara. Menurut Amin Suma (2004), “dalam
perkembangannya, ketiga sistem hukum: yakni hukum barat,
hukum adat dan hukum Islam di kemudian hari menjadi
bahan hukum nasional”. Ketiga sistem hukum ini paling tidak
secara implisit diakui oleh konstitusi, diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku, tumbuh dan berkembang
di tengah-tengah masyarakat Indonesia, dan dikembangkan
oleh ilmu hukum serta praktik peradilan.

Salah satu norma hukum dalam hukum nasional yang
memiliki perbedaan antara yang terdapat dalam hukum
positif (peraturan perundang-undangan) dan hukum Islam
adalah berkaitan dengan pembagian harta peninggalan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) muslim. Di satu sisi harta
peninggalan (selanjutnya disebut dengan HP) PNS muslim

diatur dalam hukum positif sementara di sisi lain hukum
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[slam juga mengatur terkait dengan aturan kewarisan bagi
seorang muslim termasuk PNS muslim.

HP adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang
yang meninggal dinyatakan sebagai peninggalan. Dalam
konteks PNS, maka HP PNS wujudnya akan ada setelah PNS
muslim itu meninggal dunia. Inilah jenis harta yang terkait
dengan ke PNS-annya. Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, jenis HP ini adalah a) gaji terusan; b) jaminan
kematian berupa: uang duka, santunan sekaligus, biaya
pemakaman, dan bantuan beasiswa; c¢) jaminan pensiun; d)
jaminan hari tua; e) tabungan perumahan PNS. Selain itu juga,
PNS muslim meninggalkan HP lainnya yang keberadaan HP
tersebut tidak ada kaitannya dengan kepegawaiannya. Jenis
HP ini wujudnya sudah ada di kala PNS muslim tersebut
masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan, dan jenis harta
lainnya yang ia beli dari gaji yang ia dapatkan setiap bulan
dan sumber lainnya.

Pegawai Negeri di Indonesia semasa bekerja diwajibkan
untuk mengikuti Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Hal ini
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981

tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya
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disingkat PP. Asuransi Sosial PNS). Pasal 2 Peraturan
Pemerintah ini menyebutkan bahwa semua PNS kecuali PNS
di lingkungan Departemen Pertahanan Keamanan adalah
peserta dari Asuransi Sosial. Masa kepesertaan asuransi ini
dimulai sejak diangkat menjadi PNS (Pasal 4 ayat [1]).
Asuransi ini adalah bertujuan untuk menjamin kehidupan
PNS yang bersangkutan setelah memasuki masa pensiun.

Dalam praktiknya, manfaat dari asuransi tersebut selain
akan dirasakan PNS ketika ia pensiun, juga berjalan setelah
PNS yang bersangkutan meninggal dunia dengan janda/duda
sebagai yang berhak. Manfaat asuransi tersebut adalah yang
bersangkutan akan mendapatkan gaji pensiunan dan
tabungan hari tua (Pasal [1] dan [8] beserta penjelasannya).
Program asuransi ini diselenggarakan oleh PT. Persero-Dana
Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Taspen)-Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) berbadan hukum Perseroan
Terbatas (Persero). Program Taspen (pensiunan dan
tabungan hari tua) ini merupakan hak dari peserta taspen
dan ahli warisnya, dengan perincian sebagai berikut:

Pasal 1

(4) Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh
penerima pensiun setiap bulan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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(5) Tabungan Hari Tua adalah suatu program asuransi,

(1)

(2)

terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan

usia pensiun ditambah dengan asuransi kematian.

Pasal 10

Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi

Sosial Pegawai Negeri Sipil ialah :

a.

b.

peserta; atau

janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari
penerima pensiun; atau

yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari

penerima pensiun; atau

. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak

meninggalkan janda/ duda/anak yatim piatu yang

berhak menerima pensiun.

Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2)

ialah:

a.

peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti
dengan hak pensiun atau berhenti sebelum saat

pensiun;

. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah

dalam hal peserta meninggal dunia.
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(3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik
yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan
hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi
sosialnya.

Berdasarkan Pasal 10 PP. Asuransi Sosial PNS di atas
maka yang berhak mendapatkan uang pensiunan adalah
peserta (PNS) itu sendiri, atau janda/duda peserta, yatim
piatu peserta. Sedangkan, yang berhak menerima bantuan
hari tua adalah peserta yang bersangkutan, istri atau suami,
anak atau ahli waris peserta. Artinya, jika peserta asuransi
tersebut meninggal, maka Taspen tersebut bisa beralih
kepada salah satu keluarganya.

Selain dari Taspen, PNS juga mempunyai hak atas
pensiunan pegawai. Hal ini berdasarkan terhadap Undang-
Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiunan Pegawai
dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai (selanjutnya disingkat
Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan
Janda/Duda Pegawai). Pada Pasal 9 disebutkan bahwa PNS
yang diberhentikan dengan hormat berhak menerima
pensiunan-pegawai pada saat pemberhentian sebagai PNS.
Pensiunan ini diberikan kepada PNS yang sudah memasuki
usia pensiun dan dihentikan ketika PNS yang bersangkutan
meninggal dunia (Pasal 15 ayat [1]). Akan tetapi, setelah
pensiunan dihentikan diberikan kepada PNS yang

bersangkutan karena meninggal, maka janda/duda dari PNS
9
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yang meninggal tadi berhak mendapatkan pensiunan janda
atau duda (Pasal 16). Apabila PNS yang meninggal tidak
meninggalkan istri/suami maka pensiunan diberikan kepada
anak-anaknya (Pasal 18).

Pengaturan pensiun sebagaimana terdapat pada
Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan
Janda/Duda Pegawai Pasal 16, 17 dan 18. Pada undang-
undang dan PP ini hanya mengatur bahwa dalam konteks
PNS, penerima pensiun hanyalah PNS atau istri/suami atau
anak. Tidak ada pengaturan terkait dengan daftar ahli waris
yang bisa menerima pensiunan. Ketentuan dalam undang-
undang dan peraturan pemerintah tersebut hanyalah PNS
atau keluarga yang ditunjuk sebagai penerima pensiun
berikut besarannya. Artinya jika berdasarkan kepada
Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 dan PP RI Nomor
20 Tahun 2013 ini maka tidak semua ahli waris bisa
menerima pensiunan.

Pemberian jaminan hari tua dan jaminan pensiun
kepada ahli waris PNS tidak diberikan secara merata, atau
tidak semua ahli waris mendapatkan jaminan hari tua dan
jaminan pensiun tersebut. Sistem pemberian jaminan hari tua
dan jaminan pensiun tersebut diberikan dengan memakai
sistem hierarki atau urutan dalam waris. Jika ahli waris yang

berada diurutan pertama masih ada, maka ahli waris kedua
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dan selanjutnya tidak berhak mendapatkan uang taspen dan
pensiunan tersebut. Jika ahli waris pertama tidak ada, maka
jaminan hari tua dan jaminan pensiun diberikan kepada ahli
waris yang berada pada urutan yang kedua, dan begitu
seterusnya.

Jaminan hari tua dan jaminan pensiun PNS ini
merupakan aset yang juga merupakan salah satu jenis harta
peninggalan yang dapat disebut sebagai warisan. Hal tersebut
bisa dilihat dari makna warisan, menurut Richard Eddy
(2010), warisan mencakup “Yaitu: (a) Orang yang
meninggalkan  warisan (arflater)  yang  wafatnya
meninggalkan kekayaan. (b) Seseorang atau beberapa orang
ahli (erfgenaam), yang berhak menerima kekayaan yang
ditinggalkan. (c) Harta warisan (nalatenschap), yaitu wujud
kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada para
ahli waris”. Sedangkan menurut Rimsky J. Judisseno, warisan
menurut pasal 4 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan,
“Warisan adalah peninggalan yang diwariskan kepada ahli
waris, baik berupa harta atau bukan harta”. (Rimsky: 2005)
Berangkat dari dua pengertian di atas maka dapat
disimpulkan bahwa warisan adalah peninggalan termasuk
harta yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya.
Jika dikaitkan dengan jaminan hari tua dan jaminan pensiun

PNS, maka harta tersebut bisa disebut sebagai warisan. Hal
11
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tersebut mengandung makna bahwa selain ketentuan waris
dalam KUH Pdt. dan ketentuan waris dalam Kompilasi Hukum
Islam (selanjutnya disebut KHI) atau hukum Islam, ketentuan
waris ternyata juga terdapat dalam Undang-Undang
Pensiunan Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan
Peraturan Pemerintah tentang asuransi sosial PNS.

Jika dilihat dari sudut pandang nilai dasar peraturan
perundang-undangan, baik atau tidaknya hukum bisa dikaji
dari tiga dimensi yaitu filosofis, yuridis, dan sosiologis.
Chainur Arrasjid menjelaskan, bahwa “Filosofis artinya
hukum harus mengandung unsur keadilan, yuridis artinya
hukum harus menjamin kepastian hukum, dan sosiologis
artinya hukum harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di
tengah masyarakat atau mengandung aspek kegunaan”.
(Chainur Arrasyid:2008)

Secara yuridis, pengaturan tentang taspen dan
pensiunan diatur dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai
dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan
Pemerintah. Pengaturan ini berdasarkan Pasal 21 ¢, 91 dan
92 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara yang mengatur mengenai hak dan perlindungan
PNS, dan lebih khusus lagi Undang-Undang RI Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda atau

Dudanya PNS. Adapun peraturan yang terkait dengan

12
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asuransi sosial PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai
Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan uraian di atas, maka jaminan hari tua dan
jaminan pensiun diduga dapat dikategorikan sebagai harta
warisan dari PNS karena hal tersebut diperoleh sebagai
akibat berstatus PNS. Konsekuensi dari jaminan hari tua dan
jaminan pensiun sebagai warisan dari PNS tersebut maka itu
harus dibagikan kepada semua ahli warisnya. Kemudian
dalam KHI sebagaimana diatur dalam Pasal 176 sampai
dengan 191 diatur mengenai pembagian harta warisan. Pada
pasal tersebut diatur bahwa semua ahli waris (ayah, ibu,
anak, janda, atau duda) mendapatkan bagian dari suatu
warisan kendati takarannya diatur secara berbeda

Hukum waris Islam tidak mengenal aturan harta waris
terkonsentrasi hanya pada satu orang ahli waris dan disusun
secara hierarki. Ahli waris secara rinci sudah diatur sesuai
dengan kedudukannya masing-masing. Ada 3 (tiga) hal yang
penting terkait dengan hukum kewarisan Islam, yaitu al
muwarits (pewaris), tirkah (harta peninggalan) dan al warits
(ahli waris). Ketika “berkumpul seluruh ahli waris (ahli waris

ada semua), maka yang berhak menerima warisan adalah

13
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para anak (laki-laki dan atau perempuan), bapak, ibu dan
suami atau istri”. (Muhsin Aseri: 2017)

Hal tersebut diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 174 b, bahwa “apabila semua ahli waris ada, maka yang
berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau
duda”.

Aturan hukum positif (peraturan perundang-undangan)
yang mengatur harta peninggalan PNS muslim dengan
mengonsentrasikan pada satu atau beberapa ahli waris dan
melupakan ahli waris lain bertentangan secara filosofis,
yuridis, dan sosiologis. Secara filosofis pengaturan pihak yang
berhak menerima taspen dan pensiunan sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Pensiunan Pegawai dan Pensiunan
Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah tentang
Asuransi Sosial PNS tersebut tidak mengandung unsur
keadilan.

Norma hukum yang mengatur tentang pihak yang
berhak menerima jaminan hari tua dan jaminan pensiun
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pensiunan
Pegawai dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai dan Peraturan
Pemerintah tentang Asuransi Sosial PNS, dalam hal ini sudah
memberikan Kkepastian hukum. Namun apakah kepastian
hukum betul pasti dan memadai bagi para pihak dalam suatu

kewarisan. Hal ini dipertanyakan mengingat bahwa suatu
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ancaman terhadap kepastian ialah “Perilaku tak terduga dari
sesama manusia (het toekomstig gedrag van zijn medemens)”,
demikan kata Nieuwenhuis, sebagaimana dikutip Herlien
Budiono. “Kepastian hukum tidak selalu menghasilkan
keadilan”. (Herlin :2006)

Sebagaimana sudah dijelaskan pada paragraf
sebelumnya bahwa jaminan hari tua dan jaminan pensiun
diberikan berdasarkan hierarki dalam pembagian. Hal ini
menarik karena jaminan hari tua dan jaminan pensiun
tersebut tidak dibagi rata atau semua kerabatnya tidak
mendapatkan bagian kendati dalam takaran yang berbeda,
melainkan memakai sistem hierarki (urutan), di mana yang
berada diurutan pertama yang mendapatkan warisan,
sedangkan yang kedua dan seterusnya tidak. Jika ahli waris
yang pertama (istri/suami) tidak ada maka jaminan hari tua
dan jaminan pensiun PNS diberikan kepada ahli waris yang
kedua yaitu anak dan seterusnya. Artinya, hanya ada satu
orang ahli waris yang berhak mendapatkan jaminan hari tua
dan jaminan pensiun.

Masalahnya di sini ialah pertimbangan antara kepastian
hukum bagi janda/duda berhadapan dengan keadilan bagi
ahli waris lain. Secara filosofis, dalam hukum waris Islam HP
dapat dibagi-dibagi kepada masing-masing ahli waris.

Sementara HP yang hanya diwarisi satu atau beberapa orang
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saja sangat tidak menyentuh sisi keadilan terhadap ahli waris
lainnya yang berhak.

Di dalam hukum waris Islam, hak ahli waris diatur
sedemikian rupa tanpa memprioritaskan seorang ahli waris
saja dan menihilkan ahli waris lainnya. Aturan-aturan hukum
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang
harta peninggalan PNS dalam tataran filosofis belum
memadai untuk mengatur dan menyelesaikan masalah yang
mungkin muncul dalam masyarakat (ahli waris). Padahal
hukum memiliki fungsi melayani kepentingan-kepentingan
masyarakat. Aturan hukum memiliki aspek kepastian hukum
dan juga harus memenuhi kebutuhan akan keadilan.

Posisi janda/duda dari PNS yang meninggal dunia
dalam peraturan perundang-undangan ditetapkan sedemikan
rupa sehingga ia satu-satunya ahli waris yang mendapat harta
(secara urutan), dan ahli waris lainnya tidak memperoleh hak
dari HP PNS. Aturan ini mengandung unsur ketidakadilan. Hal
ini dapat disamakan dengan hukum adat terkait posisi janda
terhadap harta kekayaan yang tidak memiliki hak waris,
karena dianggap orang asing. Menurut Herlien Budiono,
“Sebuah aturan, dahulu dipandang adil ternyata dalam
perkembangannya bisa dianggap tidak adil”. Mahkamah
Agung pada tanggal 17 Januari 1959 dalam Putusan
No.320/K/Sip/1958 telah memutuskan bahwa di Tapanuli
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seorang janda pun dapat menerima warisan suaminya. Dari
Putusan tanggal 2 September 1960 Nomor 302/K/Sip/1960
dapat ditarik pemahaman bahwa pada umumnya seorang
janda dapat menerima warisan dari harta suaminya.

Secara yuridis, aturan HP PNS muslim belum memenubhi
kepastian hukum syariat karena ada hak-hak ahli waris yang
dilanggar. Sekalipun norma hukum tentang pengaturan
pembagian harta peninggalan PNS muslim dapat
mewujudkan kepastian hukum, namun belum mewujudkan
penciptaan hukum Islam. Hal seperti ini lah yang dikatakan
kepastian hukum yang mengandung pengertian tidak pasti.
Konsep kepastian hukum mengandung sejumlah aspek yang
saling mengkait. Salah satu aspek dari kepastian hukum ialah
perlindungan yang diberikan pada individu terhadap
kesewenang-wenangan individu lainnya, hakim, dan
administrasi (pemerintah). Aspek dari kepastian hukum
memberikan jaminan bagi dapat diduganya serta
terpenuhinya pelaksanaaan hukum termasuk pelaksanaan
hukum Islam bagi seorang muslim.

Sebagai derivasi dari agama Islam, ketentuan waris
akan mengikuti agama Islam dalam berbagai aspeknya. Islam
adalah sistem kehidupan (way of life), dan agama ini telah
menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap
berupa norma-norma hukum bagi kehidupan manusia,

termasuk dalam bidang kewarisan. Beberapa norma-norma
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hukum ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara
beberapa aturan yang lain bersifat kontekstual sesuai dengan
situasi dan kondisi.

Ada tiga level norma-norma dalam hukum Islam.
Pertama, norma-norma dasar atau cita-cita hukum
(rechtsidee) atau nilai-nilai filosofis (al-qiyam al-asasiyyah),
yakni norma-norma abstrak yang merupakan nilai-nilai dasar
dalam hukum Islam seperti maslahat, keadilan, kebebasan
dan persamaan, atau pemeliharaan maslahat yang lima
(magqasid asy-syari'ah). Norma abstrak inilah sebagai tujuan
hukum. Kedua, norma antara atau norma (tusen-norm,
generelle norm) yang digunakan sebagai perantara (alat)
untuk mencapai tujuan hukum. Norma tengah ini merupakan
doktrin-doktrin umum hukum Islam. Doktrin-doktrin umum
ini secara konkretnya dalam hukum Islam dibedakan menjadi
2 (dua) macam, yaitu an-nazariyyat al-fighiyyah (asas-asas
umum hukum Islam) dan al-qawa'id al-fighiyyah (kaidah-
kaidah hukum Islam). Ketiga, norma hukum konkret (concret
norm/ al-ahkam al-far'iyyah) sebagai aplikasi dari dua norma
sebelumnya.(Samsul Anwar:2012) Ketiga lapisan norma ini
tersusun secara hierarkis, norma yang paling abstrak
dikonkretisasi atau diejawantahkan dalam norma yang lebih
konkret. Misalnya nilai dasar kemaslahatan dikonkretisasi

antara lain dalam asas-asas umum yang berupa kaidabh fikih.
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Wujud norma dalam aturan perundang-undangan
tentang pengaturan HP PNS muslim menarik untuk dikaji dari
berbagai perspektif, yaitu: pertama, dari perspektif filosofis.
Aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang
mengatur HP PNS muslim dengan mengkonsentrasikan pada
satu atau beberapa ahli waris dan melupakan ahli waris lain
bertentangan secara filosofis. Secara filosofis, dalam hukum
waris Islam HP dapat dibagi-dibagi kepada masing-masing
ahli waris. Sementara HP yang hanya diwarisi satu atau
beberapa orang saja sangat tidak menyentuh sisi keadilan
terhadap ahli waris lainnya yang berhak. Kedua, dari
perspektif yuridis, di mana aturan HP PNS muslim belum
memenuhi kepastian dalam hukum syariat karena ada hak-
hak ahli waris yang dilanggar. Pembagian waris yang tidak
meangakomodir ahli waris lainnya belum menjamin
kepastian hukum bagi seorang muslim. Kepastian hukum
yang dilanggar adalah mengenai dilanggarnya hak harta
seorang muslim dengan tidak menyerahkan HP kepada yang
seharusnya berhak dan ini menjadi problem bagi seorang
muslim. Adapun secara sosiologis, pengaturan tentang HP
khusus PNS  muslim belum  merefleksikan dan
mengakomadasikan living law (hukum Islam) yang sejatinya
sudah lama dipraktikkan dalam masyarat muslim di

Indonesia

19



Karakteristik Harta PNS Muslim di Indonesia

Melalui pemaknaan dari pelbagai perspektif tersebut
di atas, setidak-tidaknya dapat dilakukan upaya untuk
mempertemukan dua norma dalam sistem hukum nasional
yang berbeda yaitu hukum positif (peraturan perundang-
undangan) dan hukum Islam terkait dengan pembagian HP
PNS muslim. Sehubungan dengan persoalan norma tersebut,
maka diperlukan upaya pemahaman secara komprehensif
terhadap landasan filosofis dan yuridis sambil berupaya
untuk melakukan penemuan hukum dalam Kkonteks
pembaruan hukum nasional. Perlunya pembaruan hukum
nasional bidang kewarisan yang terkait dengan HP PNS
dengan berupaya mengadopsi hukum kewarisan Islam
merupakan salah satu dimensi dari pembangunan hukum
nasional, yaitu dimensi pembaruan, selain dimensi

pemeliharaan dan dimensi penciptaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis bertujuan
untuk mendeskripsikan tentang Karakteristik harta
peninggalan Pegawai Negeri Sipil Muslim di Indonesia, dan.
Menemukan kaedah hukum tentang harta peninggalan PNS

muslim di Indonesia.
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C. Metode Penelitian

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian
ini adalah penelitian hukum. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif, penelitian ini melakukan aspek
normatif-preskriptif, yaitu dalam konteks pengembangan
ilmu hukum diperlukan untuk menemukan kaerdah hukum.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah,
pendekatan filsafat, perundang-undangan, konseptual, dan
pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang di ambil
adalah bahan hukum, primer dan bahan hukum sekunder,
serta bahan hukum tersier.

Pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum dilakukan
dengan studi perpustakaan dengan teknik studi dokumen.
Pencarian  hukum dimulai dengan mencari dan
mengumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan
topik yang dikaji. Setalah itu dilakukan analisis yang
berdasarkan atas bahan-bahan hukum normatif-preskriptif.
Dalam keperluan untuk menemukan kaedah hukum, dan
karakteristik HP PNS muslim dilakukan melalui metode
intrepretasi telelogikal dengan memfokuskan pada kajian

tujuan hhukum (magqasid-asy-syariah).
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BAB 2

TEORI HUKUM HARTA PNS MUSLIM

A. Teori Hukum Islam

Hukum Islam memiliki akar yang kuat di Indonesia.
Menurut Muhyar Fanani “hukum Islam ada sejak Islam datang
ke Indonesia abad ke-7 M. Ia tumbuh di tengah masyarakat
Indonesia berdampingan dengan hukum adat, bahkan antara
keduanya saling mempengaruhi”. Selain itu juga, kata Jazuni
“hukum Islam kontemporer banyak menyerap konsep yang
berasal dari Barat”. Sebelum kekuasaan kolonial Belanda
melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam
sebagai hukum berdiri sendiri dalam masyarakat maupun
dalam perundang-undangan negara.

Kalaupun ada menurut Syafi'i Ma’arif, “persaingan dan
bahkan konflik antara hukum Islam dan hukum adat serta
hukum Islam dan hukum Barat, salah satu penyebabnya
adalah campur tangan penjajah. Dalam hal ini, penjajah
Belanda dan Jepang sama-sama mengeksploitasi Islam untuk
kepentingan mereka”.  (Ahmad Syafi'i Maarif: 1959-1965)
Akan tetapi, “Belanda hanya menyisakan peluang yang

sangat kecil bagi kegiatan politik Islam, sedangkan Jepang
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membuka pintu bagi umat Islam untuk berpengalaman dan
turut serta dalam politik dan latihan militer”. Dengan
demikian, “politik hukum penjajah Belanda pernah
mengakibatkan terjadinya pertentangan antara tokoh hukum
adat dengan tokoh hukum Islam, dimana pihak adat berusaha
memperoleh  bantuan dari pihak Belanda untuk
menghancurkan kalangan ulama dan pengikut-pengikutnya”.
(Deliar Noer:1988)

Teori pemberlakuan hukum Islam yang lahir pada
masa penjajahan kolonial Belanda di Indonesia ada dua teori
yakni teori receptie in complexu dan teori receptie. Teori
receptie in complexu dipelopori oleh Lodewijk Willem
Cristiaan Van Den Berg (1845-1927). Ajaran ini merupakan
kesimpulan dari penelitian mengenai hukum Islam di
Indonesia. Menurut teori receptie in complexu bahwa
masyarakat yang memeluk agama tertentu maka hukum
adatnya adalah hukum agama yang dipeluknya. Semua sanksi
hukum adat tunduk kepada sanksi yang diberlakukan dalam
hukum Islam. Hukum adat tidak akan dipakai jika
bertentangan dengan hukum Islam. Hukum adat berada di
bawah hukum Islam. Van Den Berg memperjuangkan
teorinya agar memperoleh legitimasi yuridis diwujudkan
dengan Staatblad 1882 Nomor 152 yang berisi ketentuan

bahwa terhadap orang pribumi berlaku hukum agamanya
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yang berada di lingkungannya, sehingga bagi rakyat yang
beragama Islam maka yang berlaku adalah hukum Islam.
Dengan demikian di Indonesia hukum Islam pernah diterima
dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Islam.
(Ahmad Rafiq:2006) Jika merujuk pada teori receptie in
complexu ini maka pembagian harta peninggalan PNS adalah
mutlak diatur oleh hukum Islam yang berlaku. Melihat bahwa
Indonesia adalah negara dengan penduduk berbagai agama
yang diantaranya adalah Islam, tentu dibutuhkan aturan yang
relevan pada PNS yang muslim. Dengan demikian jika meruju
pada teori ini, peraturan perundang-undangan yang
digunakan dalam mengatur pembagian HP PNS muslim harus
berlandaskan hukum Islam yang berlaku.

Pada masa pra kemerdekaan ini teori yang kedua
adalah teori receptie. Teori ini dikemukakan oleh Cornelis
van Vollenhoven (1874-1933). Teori receptie kebalikan dari
teori receptie in complexu. Daud Ali memberikan komentar,
“menurut teori receptie, yang berlaku di Indonesia bukan
hukum Islam melainkan hukum adat. Hukum Islam sedikit
demi sedikit masuk ke dalam hukum adat sehingga
dipengaruhi hukum Islam dan pengaruh tersebut akan
mempunyai kekuatan apabila sudah masuk ke (diterima)
menjadi hukum adat (diresepsi)”. (Mohammad Daud Ali dan
Habiba Daud:1995) Hukum Islam dapat berlaku ketika

sudah diterima oleh hukum adat. Teori ini dikembangkan
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oleh Snouck Hurgronje (Orientalis Belanda) setelah
melakukan penelitian di berbagai daerah di tanah air. Teori
ini menyatakan bahwa hukum Islam baru dianggap hukum
apabila sudah diresepsi oleh hukum adat setempat. Teori ini
pada dasarnya memilki ada sisi kesamaan pada teori
sebelumnya, bahwa hukum islam adalah dasar hukum yang
relevan untuk diterapkan di Indonesia. Namun bedanya,
pada teori ini masih dominan hukum adat istiadat. Jika
merujuk pada teori ini, maka aturan yang dibuat pemerintah
untuk membagi hartanya dapat lebih luwes dan disesuaikan
dengan masing-masing persona PNS.

Kedudukan politik dari hukum Islam pra kemerdekaan
Indonesia berada pada posisi yang tidak pasti. Hal ini selain
disebabkan kepentingan kolonialisme pada saat itu, faktor
lain yang menyebabkan adalah negara jajahan belum
menemukan sistem hukum yang mampu mengakomodasi
pluralitas hukum yang ada di masyarakat. Hal tersebut
menurut Marzuki Wahid dan Rumadi, bahwa “kondisi hukum
Islam secara politis kedudukan dalam posisi yang
peripheral”’(Marzuki Wahid dan Rumadi:2001).

Pada awalnya politik Belanda membawa keuntungan
terhadap posisi hukum Islam, setidaknya sampai akhir abad
ke-19 M. Dengan dikeluarkannya Staatsblad No. 152 Tahun

1882 yang mengatur sekaligus mengakui adanya lembaga
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peradilan Agama di Jawa dan Madura. Hal ini
mengindikasikan bahwa hukum Islam kuat diterima oleh
pemerintahan kolonial Belanda. Menurut Mahsun Fuad
Kondisi tersebut “melahirkan teori receptie in complexu, yang
berarti bahwa orang Islam-Indonesia telah melakukan resepsi
hukum Islam dalam keseluruhannya dan sebagai satu
kesatuan. Hukum Islam telah diamalkan secara penuh oleh
umat Islam ketika itu”. Dengan adanya teori tersebut maka
Islam tengah berada di atas angin bagi berlakunya, sejajar
dengan sistem hukum lainnya.

Seiring berjalannya waktu dengan adanya perubahan
orientasi politik yang cukup signifikan, Belanda mulai
melakukan penyempitan bagi ruang gerak dan perkembangan
hukum Islam. Fenomena ini juga bisa dianggap sebagai upaya
untuk mengeleminasi perkembangan legislasi dan legalisasi
hukum Islam di Indonesia, tanpa disadari ternyata semakin
mengokohkan eksistensi Belanda sendiri. Perubahan
orientasi politik ini telah mengantarkan satu posisi krisis bagi
hukum Islam. Sebagaimana komentar Mahsun Fuad, bahwa
“keberadaan  hukum Islam diangggap tidak lagi
menguntungkan bagi keuntungan politik kolonial Belanda.
Mereka menyadari jika hukum Islam dibiarkan terus
berkembang dan dianut oleh masyarakat luas maka itu akan
menghambat ekspansi dan sosialisasi (dakwah) agama

mereka”.
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Setelah Indonesia merdeka, keberadaan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
sebagai sumber hukum memunculkan counter theory atas
teori-teori masa kolonial.

Setidaknya muncul tiga teori yang bisa dicatat yaitu
teori receptie exit, receptie a contrario, dan teori eksistensi.
Ketiga teori tersebut pada intinya membantah argumentasi-
argumentasi teori terdahulu. Bersamaan dengan itu pula
keberadaan teori-teori tersebut mengakui serta mempertegas
keberadaan hukum Islam dalam Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Teori
receptie exit dikemukakan oleh Hazairin dalam bukunya tujuh
serangkai tentang hukum. Pada buku tersebut Hazairin
menyatakan bahwa “teori receptie harus exit (keluar) dari
teori hukum nasional Indonesia. Hal ini karena bertentangan
dengan Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesial945 serta bertentangan dengan Alquran dan
hadis”. Teori receptie exit kemudian dikembangkan oleh H.
Sayuti Thalib dengan istilah receptie a contrario. Sesuai
dengan namanya, teori tersebut merupakan kebalikan dari
teori receptie. Inti dari teori tersebut menyatakan bahwa
“hukum yang berlaku bagi rakyat adalah hukum agamanya,
hukum adat hanya berlaku kalau tidak bertentangan dengan

hukum agama”. Kemudian H. Ichtijanto SA mempertegas teori
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tersebut melalui bukunya hukum Islam dan hukum nasional.
Pada buku tersebut “H. Ichtijanto SA mengartikulasi
hubungan itu dengan sebuah teori hukum yang disebutnya
sebagai teori eksistensi. Teori eksistensi ini mengokohkan
keberadaan hukum Islam dalam hukum nasional”.

Teori  eksistensi  (existence) ini  sebenarnya
mempertegas teori receptio a contrario dalam hubungannya
dengan hukum nasional. Menurut teori eksistensi tersebut
hukum Islam mempunyai spesifikasi sebagai berikut:

(a) Sudah ada dalam arti sebagai bagian integral dari
hukum nasional

(b) Sudah ada dalam arti dengan kemandirian dan
kekuatan wibawanya, ia diakui

oleh hukum nasional serta diberi status sebagai
hukum nasional

(c) Sudah ada dalam arti norma hukum Islam berfungsi
sebagai penyaring bahan-

bahan hukum nasional, dan

(d) Sudah ada dalam arti sebagai bahan utama dan
sumber utama hukum

nasional.

Perjuangan mereka guna melegalkan dan menjadikan
hukum Islam sebagai hukum positif bisa dilihat dari
pengakuan secara konstitusional yuridis. Terdapat banyak

peraturan perundang-undangan yang sebagian besar
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materinya diambil dari kitab fikih yang dianggap
representatif telah disahkan oleh pemerintahan Indonesia. Di
antara peraturan perundang-undangan tersebut adalah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang
Perwakafan Tanah Milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan

Peraturan Perundang-undangan lain.

B. Teori Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berasal dari bahasa Arab
yaitu 8 yang artinya “ukuran, aturan, persamaan,
persesuaian, dan seimbang”.(A. W. Munawwir:2002) Ada juga
yang mengartikan giyas dengan “Pengukuran sesuatu sesuatu
dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan yang
sejenisnya”(Rachmat Syafe’i:2010). Dengan demikian dapat
dipahami, giyas dari segi bahasa berarti mengukur sesuatu
terhadap yang lainnya untuk diketahui titik persamaan
antara keduanya.

Adapun, secara terminologi, pengertian giyas menurut
ahli ushul fikih terdapat beberapa definisi dengan redaksi
yang berbeda, namun mengandung makna yang sama.
Diantaranya dikemukakan oleh Rachmat Syafe’i yang
mengatakan bahwa “Qiyas adalah suatu proses penyingkapan

kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam
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suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash
karena adanya kesamaan dalam illat-nya.” Definisi lain dari
qiyas menurut ahli ushul figh, Wahbah Al-Zuhaili dalam buku
Chaerul Uman menyatakan bahwa “Qiyas adalah menyatukan
sesuatu yang tidak disebutkan hukumnya dalam nash dengan
sesuatu yang disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan
kesatuan illat hukum antara keduanya”. (Chaerul
Uman:1998) Masih banyak definisi lainnya yang dibuat oleh
para ulama ushul, namun secara umum, giyas adalah suatu
proses menyamakan suatu permasalahan dengan
permasalahan lain yang sudah ditegaskan hukumnya dalam
nash karena ada kesamaan illat (sebab). Ketika suatu perkara
yang tidak terdapat nash syara’ tentang hukumnya, kemudian
ada perkara lain yang ada nash, maka berdasarkan atas
persamaan illatnya, hukum perkara itu disamakan dengan
hukum perkara yang ada nashnya, karena sesungguhnya
hukum itu ada di mana illat hukum ada

Berdasarkan defenisi di atas, qiyas sebagai hujjah
hukum harus memenuhi rukun, yaitu ashal (pokok), far’'un
(cabang), hukum ashl dan illat (sebab).

1. Al-Ashl ( pokok)

Ulama ushul fikih, Romli menyatakan bahwa definisi
ashl (pokok) adalah “masalah atau peristiwa yang telah
ditetapkan hukumnya dalam Alquran ataupun Hadis. Ashl

(pokok) disebut pula dengan magqis ‘alaih (tempat meng-
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qiyas-kan) dan mahmul alaih (tempat membandingkan), atau
musyabbah bih (tempat menyerupakan) yang padanya
terdapat hukum untuk disamakan dengan tempat yang lain”.
(Romli:2006)

Adapun syarat-syarat ashl adalah sebagaimana
dikatakan Romli sebagai berikut:

a. Hukum ashl adalah hukum yang telah tetap dan tidak
mengandung nasakh

b. Hukum itu ditetapkan berdasarkan syara’.

c. Ashl itu bukan merupakan furu’dari ashl lainnya.

d. Dalil yang menetapkan illat pada ashl itu adalah dalil
khusus, tidak bersifat umum.

e. Ashl itu tidak berubah setelah dilakukan giyas.

f. Hukum ashl itu tidak keluar dari kaidah-kaidah giyas.

2. Furu’ ( cabang)

Menurut Rachmat Syafe’i, pengertian Furu’ (cabang)
dalam metode qiyas adalah “suatu peristiwa yang akan
ditetapkan atau disamakan hukumnya dengan ashl karena
tidak ada nash yang tegas dalam menentukan hukumnya.
Furu’ disebut juga al-maqis (yang dianalogikan) atau al-
mahmul (yang dibandingkan) atau musyabbah (yang
diserupakan)”.

Adapun “Syarat pokok yang harus dipenuhi furu’
(cabang) adalah:
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a. Kasus itu belum terdapat nash hukumnya dalam
Alquran dan hadis.

b. Illat hukum itu benar-benar terwujud dalam
cabang yang merupakan kasus baru, sama jelasnya dengan
illat hukum ashal”.

3. Hukum ashl

Hukum ashl yaitu hukum syara’, yang ditetapkan oleh
suatu nash. Dengan kata lain “hukum ashl adalah hukum yang
terdapat dalam nash (dalam hukum ashl-nya) dan hukum itu
pula yang diberlakukan pada furu”.

Adapun syarat-syarat hukum al-Ashl adalah:

a. lllatnya sama pada illat yang ada pada ashl, baik pada
zatnya maupun jenisnya.

b. Hukum ashl tidak berubah setelah dilakukan giyas.

c. Hukum furu’tidak mendahului hukum ashl.

d. Tidak ada nash atau ijma’ yang menjelaskan hukum
furu’itu”.

4. lllat

[llat secara bahasa berarti sesuatu yang bisa merubah
keadaan. Menurut istilah, illat adalah suatu sifat yang
terdapat pada ashl yang mejadi landasan dalam menetapkan
hukum pada ashal dan untuk mengetahui hukum yang akan
ditetapkan pada furu’ (cabang). Adapun cara untuk
mengetahui illat menurut Satri Effendi, adalah “Melalui dalil-

dalil alquran atau Sunnah, baik yang tegas maupun yang tidak
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tegas, mengetahui illat melalui ijma’, dan melalui jalan
ijtihad”. (Satria Efendi:2005)

[llat mempunyai beberapa syarat, “antara lain: a) Illat
harus berupa sifat yang jelas dan tampak, b) Illat harus kuat,
c) Harus ada korelasi antara hukum dengan sifat yang
menjadi illat, d) Sifat illat yang melahirkan qiyas harus
berjangkauan luas, tidak terbatas pada satu hukum tertentu,
e) Tidak dinyatakan batal oleh suatu dalil”.(Abdul Wahhab
Khallaf:1994)

Ketika ke empat syarat lllat hukum yang disebutkan di
atas yang merupakan patokan dalam melakukan giyas. Bagi
orang yang akan melakukan giyas terlebih dahulu harus
mengetahui dan meneliti nash dan hukum yang terkandung di
dalamnya. Jika sudah diketahui illat keduanya, yakni illat
pokok dan cabang maka segera dilakukan giyas antara
keduanya.

Qiyas itu dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a. Qiyas al-Aulawi yaitu suatu illat hukum yang
diberikan pada ashl lebih kuat diberikan pada furu’.

b. Qiyas al-Musawi yaitu Suatu qiyas yang illat-nya
mewajibkan hukum, atau meng-qiyas-kan sesuatu pada
sesuatu yang keduanya bersamaan dalam keputusan

menerima hukum tersebut
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c. Qiyas al-Adna yaitu meng-qgiyas-kan sesuatu yang
kurang kuat menerima hukum yang diberikan pada sesuatu
yang memang patut menerima hukum itu.

d. Qiyas naqish yaitu wujud illat dalam hukum furu’
kurang tegas sebagaimana wujud illat dalam hukum ashl.

e. Qiyas Syibhi yaitu qiyas ketika cabang dapat di-giyas-
kan pada dua pokok (mulhaq bih) yang banyak mengandung
persamaannya dengan mulhaq.(Hanafie:1980)

Qiyas Aulawi dan qiyas musawwi tersebut dinamakan
juga dengan qiyas jali. Sedangkan, qiyas naqish dan qiyas adna
disebut juga qiyas khafi.

Teori tujuan hukum yang bertumpu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum, serta qiyas dan
pemberlakuan hukum Islam adalah dasar-dasar hukum yang
dapat digunakan dalam merumuskan peraturan perundang-
undangan terkait pembagian harta peninggalan PNS muslim
di Indonesia. Konsep pembagian harta peninggalan dapat
dirumuskan dengan menggunakan teori-teori ini karena
memiliki kejelasan dan dasar akal sehat yang dapat diterima

oleh masyarakat secara luas.
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BAB 3

HARTA PENINGGALAN PNS

A. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 1 ayat (3)
menegaskan, bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan”. Jenis
PNS dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian berbeda
dengan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparat Sipil Negara. Dalam Undang-Undang RI
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
disebutkan bahwa PNS dan anggota ABRI bagian dari pegawai
negeri. Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri
Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri
Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah”. Adapun dalam Undang-

Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
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Negara, menyebutkan bahwa PNS dan PPPK merupakan ASN
sebagaimana Pasal 1 ayat (2) bahwa Pegawai Aparatur Sipil
Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan
digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, abdi
Negara dan abdi masyarakat mempunyai potensi yang dapat
menentukan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional
sehingga perlu dibina dan dikembangkan tingkat
kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan pemberian
kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil, sistem yang
diterapkan dalam penyelenggaraannya adalah asuransi sosial
Pegawai Negeri Sipil dimana  sebagai Badan
Penyelenggaranya adalah BP]S (sekarang masih PT. Taspen),
yaitu suatu badan yang ditugaskan oleh pemerintah untuk
menyelenggarakan asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil, yaitu
suatu asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi
peserta yang diterima pada saat yang bersangkutan berhenti
karena pensiun, disamping diberikan juga jaminan asuransi

kematian bagi ahli waris atau keluarganya.
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Pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan
hidup PNS dan keluarganya. Tidak heran ketika para PNS
pensiun, mereka tetap mendapatkan gaji bulanan yang
jumlahnya diatur undang-undang. Bahkan kalau pensiunan
PNS laki-laki meninggal dunia, istrinya atau anak akan
mendapatkan dana pensiun dan jaminan hari tua dari
suaminya. Dan sebaliknya ketika seorang perempuan
meninggal dunia, suami atau anaknya akan tetap terjamin
karena tetap mendapatkan dana harta peninggalan PNS
tersebut.

Pensiun pegawai dan pensiun janda/duda menurut
Undang-undang No. 11 Tahun 1969 Pasal 1 dan
penjelasannya, diberikan sebagai jaminan hari tua dan
sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama
bertahun-tahun bekerja dalam dinas Pemerintah serta untuk
membina dan memelihara kesetiaan pegawai terhadap
negera dan haluan negera yang berdasarkan Pancasila. UU No
11 Tahun 1969 dalam Penjelasan Umum angka 7 menyatakan
bahwa Pemberian pensiun tidak dapat dilepaskan
hubungannya dengan tujuan utama Undang-undang Pokok
Kepegawaian untuk menyusun dan memelihara Aparatur
Negara yang berdaya guna sebagai alat revolusi Nasional.
Oleh sebab itu, untuk memperoleh hak atas jaminan pensiun,
pegawai yang bersangkutan antara lain harus memenuhi

syarat diberhentikan "dengan hormat" sebagai pegawai
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negeri. Jaminan pensiun tidak diberikan kepada mereka yang
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri
karena telah melakukan perbuatan/tindakan yang tercela dan
bertentangan dengan kepentingan dinas dan/atau negera.

Pasal 91 ayat (3) UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa jaminan pensiun
PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai
perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai
hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.
Kemudian ayat (4) menetapkan, bahwa jaminan pensiun dan
jaminan hari tua diberikan dalam program jaminan sosial
nasional. UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional Pasal 18 menegaskan, bahwa jenis
program jaminan sosial meliputi:

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan hari tua;

d. jaminan pensiun; dan

e. jaminan kematian.

Selanjutnya, Undang-undang ASN tersebut Pasal 29,
35, 39 dan 43 menetapkan program jaminan sosial berupa
jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun
dan jaminan kematian dilaksanakan berdasarkan prinsip

asuransi sosial. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 25
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tahun 1981 pasal 1 ayat (2) bahwa yang dimaksud dengan
Asuransi Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
termasuk dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT). Lebih
lanjut  penjelasan dari PP tersebut menyebutkan
“Penyelenggaraan pensiunan dilaksanakan juga dengan
system asuransi sehingga Pegawai Negeri sebagai peserta

turut memikul pembiayaan untuk penyelenggaraannya”.

B. Pengertian Harta Peninggalan

Pendapat ahli hukum Sri Natin dkk. bahwa “harta
peninggalan adalah harta milik pewaris yang dibagi-bagikan
kepada ahli waris. Harta tersebut termasuk dapat berupa
harta benda berwujud dan harta benda tidak berwujud”. (Sri
Natin:2012) Pendapat lain, yakni Badriyah Harun
menyatakan, harta peninggalan adalah “harta yang
disebabkan sang pemilik telah meninggal dunia maupun pergi
dalam waktu yang sangat lama tanpa keterangan dan
kepastian kapan kepulangannya, maka hukum memberikan
hak dan kewajiban kepada orang terdekat untuk menikmati
dan mengurus harta tersebut yang kemudian disebut ahli
waris”.  (Badriyah:2009) ahli  fikih  (fugaha) lain
mendefinisikan harta peninggalan adalah “segala sesuatu

yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau
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lainnya”. (M. Ali Ash Shabuni:1995) Kamus hukum
menyebutkan bahwa “harta warisan adalah bagian yang
dapat dibagi-bagikan dari harta peninggalan”. Kemudian,
Jaenal Aripin memberikan keterangan tentang wujud dari
harta peninggalan dibagi atas harta benda yang berwujud dan
harta tidak berwujud. “Harta benda berwujud dapat berupa
tanah, rumah, hewan, perabot, rumah tangga, perhiasan,
kendaraan, dan lainnya. Harta peninggalan yang tidak
berwujud adalah benda peninggalan seseorang yang
meninggal dunia berupa benda tidak berwujud yang dapat
dibagi atas gelar, hak kekayaan intelektual (HAKI), utang-
piutang, dan lain sebagainya”. Berdasarkan pemaparan dari
definisi yang telah dipaparkan oleh beberapa para ahli
tersebut, dapat ditarik pemahaman bahwa pada prinsipnya
segala sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal
dunia baik berwujud harta maupun yang tidak berwujud atau
berwujud hak dinyatakan sebagai harta peninggalan.

Konsep harta peninggalan dikaitkan dengan hukum
kewarisan Islam. Kewarisan Islam diatur berdasarkan
Alquran dan Hadis, yang disusun secara sistematis dalam
fikih. Dalam Islam, hukum kewarisan diatur secara tegas dan
rinci. Selain menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi
ahli waris, berapa'bagian masing-masing ahli waris, dan

kapan harta peninggalan pewaris (tirkah) itu boleh dibagi.
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Ayat-ayat hukum kewarisan juga tampak secara eksplisit
maupun implisit memastikan jaminan keharusan semua ahli
waris, kaum laki-laki dan perempuan (terutama anak, ayah,
ibu, istri/suami) untuk mendapatkan warisan.

Di dalam hukum Islam, asas yang dipakai dalam
pembagian waris ada lima, yaitu: asas Ijbari, asas bilateral,
asas individual, asas keadilan, dan asas sebab kematian.
(Amir Syrifuddin:2008) Dimana dalam prosesi pembagian
waris, kelima asas ini harus ada dan jika salah satu tidak ada
maka pembagian warisnya disebut pembagian waris yang
bathil.

Di Indonesia Hukum kewarisan bagi orang Islam telah
diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan perumusan KHI
adalah menyiapkan pedoman yang seragam (unifikasi) bagi
hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang
wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama
[slam.(Abdurrahman:1992) KHI merupakan perwujudan
hukum Islam yang khas Indonesia atau dengan kata lain KHI
merupakan wujud hukum Islam yang bercorak Indonesia. KHI
telah mengatur mulai Pasal 176-191 besarnya bagian masing-
masing ahli waris, bagian anak (laki-laki dan perempuan),
ayah, ibu, janda/duda dan seterusnya.

Dalam hukum Islam telah dibedakan harta peninggalan
dengan harta waris. Menurut KHI, harta peninggalan adalah

harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda
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yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (Pasal 171 huruf
d). Adapun harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian
dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan
pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan
pemberian untuk kerabat (Pasal 171 huruf e).

HP PNS muslim terdiri dari dua kategori yaitu harta
peninggalan umum (selanjutnya disebut HPU) dan harta
peninggalan khusus (selanjutnya disebut HPK). HPU adalah
harta yang wujudnya sudah ada dikala PNS muslim tersebut
masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta
lainnya yang ia beli dari gaji yang ia dapatkan sebagai seorang
PNS dan sumber lainnya. Adapun HPK adalah harta yang
wujudnya ada setelah PNS muslim tersebut meninggal dunia
dan harta tersebut berasal dari santunan pemerintah dan
iuran wajib pegawai sebagai premi asuransi sosial yang
dipotong setiap bulan dari gaji PNS muslim tersebut.

Dalam kajian disertasi ini, HP yang dikaji adalah HPK
yaitu harta yang berasal dari hadiah/hibah dan premi
asuransi yang dipotong setiap bulan dari gaji PNS muslim
tersebut. Berdasarkan Pasal 16 dan 18 UU RI No. 11 Tahun
1969, Pasal 22 dan 23 UU RI No. 11 Tahun 1992, Pasal 21 UU
RI No. 5 Tahun 2014, Pasal 1 PP RI No. 49 Tahun 1980, Pasal
10 PP RI Nomor 25 Tahun 1981 jo. PP RI No. 20 Tahun 2013,
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Pasal 23 PP RI No. 70 Tahun 2015, dan Pasal 9 Kepres No. 14
Tahun 1993 yang diperbaharui dengan UU RI No. 4 2016,
jenis HPK PNS muslim adalah a) gaji terusan; b) jaminan
kematian berupa: uang duka, santunan sekaligus, biaya
pemakaman, dan bantuan beasiswa; c) jaminan pensiun; d)
jaminan hari tua; e) tabungan perumahan PNS. Penyebutan

HP dalam disertasi berarti yang dimaksud adalah HPK PNS.

C. Pengertian Asuransi

Dalam Kamus Inggris-Indonesia, asuransi berasal dari
bahasa Inggris “insurance” (John M. Echols dan Hasan
Syadilly:1990) yang diadopsi dalam bahasa Indonesia dengan
padanan kata “pertanggungan”. Kamus Besar bahasa
Indonesia, kata “insurance bermakna: (a) asuransi; dan (b)
jaminan”. Kata asuransi dalam Bahasa Belanda assurantie dan
di dalam bahasa hukum Belanda dipakai kata verzekering.
Belanda memasukkan asuransi ke dalam bentuk hukum di
Indonesia dengan mengundangkan burgelijk wetboek (Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata), dan wethoek van
koophandel (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang). Menurut
Muslehuddin, sebagai mana dikutip oleh Hasan Ali, “asuransi
sebagai suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok
orang yang tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian

yang tidak dapat diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut
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menimpa salah seorang diantara mereka maka beban
kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok”.
(AM. Hasan Ali:2004)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 246
dijelaskan  bahwa yang dimaksud asuransi atau
pertanggungan adalah:

Suatu perjanjian (timbal balik), dengan mana seorang
penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung
dengan menerima suatu premi, untuk memberikan
penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan,
atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang
mungkin akan dideritanya, karena suatu peristiwa tak

tentu (onzeker vooral).(HMN. Purwosutjipto:1986)

Pasal 246 tersebut melukiskan asuransi sebagai suatu
perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu
premi, mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk
membebaskan dirinya dari kerugian yang akan diderita
karena suatu peristiwa yang tak tentu.

Terkait dengan pengertian asuransi, R.Suberkti
menyatakan, bahwa suatu “asuransi adalah suatu perjanjian
dimana seorang penaggung (verzekeraar), dengan menerima
suatu premi, menyanggupi kepada orang yang ditanggung

(verzekerde), untuk memberikan penggantian kerugian atau
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kehilangan, yang mungkin akan diderita orang yang
ditanggung itu sebagai akibat suatu kejadian yang tidak
tentu”.(R. Subekti:2003)

Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2014
tentang Perasuransian menyatakan bahwa “asuransi adalah
perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan
pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi
oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk a)
memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang
polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul,
kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak
pasti; atau b) memberikan pembayaran yang didasarkan pada
meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan
pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya
telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan
dana”.

Dalam rumusan asuransi, setidaknya ada tiga unsur
pokok, yaitu: penjamin, pihak terjamin dan resiko. Ismanto
menyatakan, bahwa unsur asuransi:

Pertama, pihak penjamin (verzekeraar), yaitu pihak yang
berjanji akan membayar uang kepada pihak terjamin.
Pembayaran tersebut baik secara sekaligus atau

berangsur-angsur. Kedua, pihak terjamin (verzekerde),
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yaitu pihak yang berjanji akan membayar premi kepada
pihak penjamin. Ketiga: suatu peristiwa yang semula

belum jelas akan terjadi, yaitu resiko.

Asuransi memiliki tiga jenis, yaitu: pertama, asuransi
kerugian, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa
dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan,
manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga
yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kedua, asuransi
jiwa, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam
pertanggungan yang dikaitkan dengan hidup atau
meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Ketiga, re-
asuransi, yaitu perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan
pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh
perusahaan asuransi kerugian di perusahaan asuransi jiwa.

Bentuk-bentuk asuransi adalah sebagai berikut: (1)
asuransi timbal balik, yaitu suatu asuransi saling menjamin
atau menanggung, yang didasarkan pada kecelakaan; (2)
asuransi ganti kerugian, yaitu suatu perjanjian dimana si
penanggung berjanji akan mengganti kerugian seorang
peserta; (3) asuransi sejumlah uang, yaitu suatu perjanjian di
mana si penanggung akan membayar seseorang yang menjadi
tertanggung; (4) asuransi premi, yaitu suatu perjanjian

asuransi antara perusahaan dengan peserta asuransi sebagai
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tertangung; (5) asuransi saling menanggung, yaitu suatu
perjanjian dimana peserta tidak membayar premi, tetapi
membayar iuran; (6) asuransi wajib, dimana asuransi ini ada
karena salah satu pihak yang mewajibkan kepada pihak lain,
dan biasanya dilakukan oleh pihak pemerintah. Pihak
pemerintah bertindak sebagai penanggung. Pemerintah
dalam mengambil kebijakan mewajibkan kepada masyarakat.
Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan melindungi
golongan lemah dari bahaya yang akan menimpanya. Akan
tetapi juga bertujuan lain, yaitu mengumpulkan dana untuk
kepentingan yang lebih penting.

Adapun ditinjau dari sifat penyelenggaraan, asuransi
dibagi dua, yaitu: asuransi sosial (social insurance) dan
asuransi khusus (special insurance). Di Indonesia, asuransi
sosial ditujukan untuk anggota masyarakat luas. Menurut
Afzalurrahman, “umumnya asuransi sosial diselenggarakan
oleh pemerintah, sehingga sering disebut asuransi wajib,
karena demi kepentingan umum. Asuransi khusus memilik
tujuan untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented) dan
badan usahanya berbentuk perusahaan”.
(Afzalurrahman:1996)

Jenis-jenis asuransi sosial adalah sebagai berikut: (a)
Asuransi Sosial Kecelakaan Penumpang (ASKEP); (b)
Asuransi Sosial Kecelakaan Lalu Lintas (ASKEL); (c) Asuransi

Sosial Tenaga Kerja (ASTEK); (d) Asuransi Sosial Pegawai
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Negeri Sipil (ASPENS); (e) Asuransi Sosial ABRI (ASABRI); ()
Asuransi  Sosial Kesehatan (ASKES). (Abdul Kadir
Muhammad:2015) Namun sejalan dengan pembentukan
Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara
Janiman Sosial Nasional dan Transformasi Kelembagaan
PT.ASKES, PT.TASPEN, PT. JAMSOSTEK, dan PT.ASABRL

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program
negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan
dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1), ayat
(2) dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu,
dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia
Nomor X/MPR/2001, Presiden ditugaskan untuk membentuk
sistem jaminan sosial nasional dalam rangka memberikan
perlindungan sosial bagi masyarakat yang lebih menyeluruh
dan terpadu. (Angnger Sigit Pramukti dan Andre Budiman
Panjaitan;2016)

Pada 25 November 2011, Pemerintah mengundangkan
Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (selanjutnya disebut UU BP]S)
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sebagai pelaksanaan ketentuan UU SJSN Pasal 5 ayat (1) dan
Pasal 52 ayat (2). UU BPJS dikeluarkan dengan berbagai
pertimbangan, yaitu :

1) Bahwa program jaminan nasional merupakan program
negara yang bertujuan memberikan kepastian
perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

2) Bahwa untuk mewujudkan tujuan jaminan sosial
nasional perlu dibentuk badan penyelenggara
berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian,
akuntabilitas, poratbilitas, kepesertaan bersifat wajib,
dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial
seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk
sebesar-besar kepentingan rakyat.

3) Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial dengan undang-undang
yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha
Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya
sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat
Indonesia.

UU BPJS membentuk dua BPJS, yaitu BP]JS Kesehatan
dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan dan BPJS

Ketenagakerjaan berkedudukan dan berkantor di ibu kota
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negara Republik Indonesia. BPJS dapat mempunyai kantor
perwakilan di provinsi dan kantor cabang di kabupaten/kota.
(Asih Eka Putri:2014) UU BP]JS membubarkan PT Askes
(Persero) dan PT.Jamsostek (Persero) tanpa melalui proses
likuidasi, dan dilanjutkan dengan mengubah kelembagaan
Persero menjadi badan hukum publik BPJS. Peserta, program,
aset, dan liabilitas, serta hak dan kewajiban PT. Askes
(Persero) dialihkan kepada BPJ]JS Kesehatan, dan dari PT.
Jamsostek  (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
Sedangkan PT. Taspen masih beroperasi yang nantinya akan
terlikuidasi ke BP]S Ketenagakerjaan. Penggabungan tersebut
bertujuan agar memudahkan pengurusan klaim bagi peserta
dan penyederhanaan birokrasi dalam lingkup lembaga ini.
Dalam hal ini anggota yang dulunya sudah terdaftar dalam
salah satu organisasi, secara otomatis menjadi anggota BP]S
Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Terkait dengan asuransi sosial, maka pemerintah
memprogramkan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang
diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BP]S)
menggunakan mekanisme asuransi sosial dengan program
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari
tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Semua jaminan
sosial tersebut berdasarkan prinsip asuransi sosial atau

tabungan wajib sebagaimana Pasal 29, 35, 39, dan 43
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Undang-Undang RI Nomor 40 2004 tentang Sistem Jaminan

Sosial Nasional. Prinsip asuransi sosial sebagaimana dalam

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “adalah mekanisme

pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran

guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi
yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya”.

Dalam hal konteks PNS, maka S]JSN dijalankan oleh Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (sampai

dengan sekarang dilaksanakan oleh PT Taspen).

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termasuk jenis
asuransi wajib (compulsary insurance), karena:

1) Berlakunya asuransi sosial PNS diwajibkan oleh
peraturan perundang-undangan, bukan berdasarkan
perjanjian.

2) Pihak penyelenggara asuransi sosial PNS adalah
pemerintah yang didelegasikan kepada Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) (Pasal 14 ayat [1] Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun).

3) Asuransi sosial PNS bermotif perlindungan masyarakat
(social security) yang dananya dihimpun dari
masyarakat PNS yang diancam risiko pensiun dan hari
tua.

4) Danayang sudah terkumpul dari masyarakat PNS, tetapi

belum digunakan sebagai dana pensiun dan hari tua,
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dimanfaatkan untuk kesejahteraan PNS melalui

program investsi.

Salah satu jenis asuransi sosial yang bersifat wajib
sebagaimana tersebut di atas adalah asuransi sosial Pegawai
Negeri Sipil yang keberadaannya diatur dalam Peraturan
Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 Perubahan atas
Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil termuat dalam
Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 1981 yang mulai berlaku
30 Juli 1981. Peraturan pemerintah ini merupakan salah satu
peraturan pelaksana dari Undang-Undang RI Nomor 11
Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai yang termuat dalam Lembar Negara
Nomor 42 Tahun 1969 mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan dan berlaku surut sejak 1 November 1969.
Peraturan Pemerintah ini merupakan dasar berlakunya
asuransi sosial bagi Pegawai Negeri Sipil. Peraturan
Pemerintah ini dilengkapi juga dengan Peraturan Menteri
Keuangan RI Nomor 128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan
dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri
Sipil.

Untuk iuran per bulan, maka gaji PNS akan dipungut
iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari penghasilan setiap

bulannya, dengan rincian 4%% (empat tiga-perempat persen)

54



Dr. H. Muhsin Aseri, M Ag

untuk iuran dana pensiun, 2% (dua persen) untuk iuran
pemeliharaan kesehatan, dan 3%% (tiga satu-perempat
persen) untuk tabungan hari tua (dalam peraturan
perundang-undangan lain diistilahkan jaminan hari tua
seperti dalam UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial). Iuran 434% (empat tiga-
perempat persen) untuk iuran dana pensiun dan 3%% (tiga
satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden
Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, dan
Besarnya Iuran-luran yang Dipungut dari Pegawai Negeri,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun
1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil hanya
menjelaskan tentang iuran yang diperuntukkan bagi pensiun
dan tabungan hari tua, sedang jaminan kesehatan tidak diatur
di sini. Hal ini berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 8
Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, dan

Besarnya luran-iuran yang Dipungut dari Pegawai Negeri,
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Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun yang mengatur iuran
untuk pensiun, tabungan hari tua dan pemeliharaan
kesehatan.

Sejalan dengan keluarnya Peraturan Presiden No. 111 Tahun

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang

Jaminan Kesehatan, maka berubah jumlah dan pola iuran untuk jaminan

kesehatan. Jumlah iuran kesehatan yang dibayarkan bagi
Peserta Pekerja Penerima Upah yang terdiri atas Pegawai
Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, Pejabat Negara, dan
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri sebesar 5% (lima
persen) dari Gaji atau Upah per bulan. Iuran dibayar dengan
ketentuan 3% (tiga persen) dibayar oleh Pemberi Kerja dan
2% (dua persen) dibayar oleh Peserta.

Sedangkan dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan iuran yang dipungut rinciannya adalah
sebagai berikut: 1) jaminan hari tua sebesar 3,70% dari
pengusaha dan 2.00% dari peserta; 2) Jaminan kematian
sebesar 0,30% dari pengusaha; 3) Jaminan kecelakaan kerja
sebesar 0,24 - 1,74%. Untuk jaminan pensiun belum diatur.
Dengan demikian, manfaat asuransi yang diterima PNS atau
ahli warisnya adalah yang bersangkutan akan mendapatkan
jaminan pensiunan dan jaminan hari tua yang
diselenggarakan oleh PT. Taspen yang nantinya dialihkan
kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan penambahan jaminan

kematian dan jaminan kecelakaan kerja. Dengan demikian
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apabila sudah dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan, maka
jaminan sosial yang diterima peserta termasuk PNS
mencakup empat program jaminan sosial, yaitu beberapa
program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan
pensiun, jaminan kematian, selain jaminan kesehatan yang

sudah dikelola oleh BPJS Kesehatan.
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BAB 4

KELUARGA DALAM PENINGGALAN HARTA PNS
MUSLIM

A. Hak Keluarga Terhadap Harta Peninggalan PNS

Muslim

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparat Sipil Negara menegaskan, bahwa
“Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina  kepegawaian  untuk  menduduki jabatan
pemerintahan”. Jenis PNS dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian berbeda dengan yang ada dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-Pokok Kepegawaian disebutkan bahwa PNS dan
anggota ABRI bagian dari pegawai negeri. Pasal 2 ayat (2)
menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil terdiri dari
Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan

Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan Peraturan
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Pemerintah”. Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 5
Tahun 2014 tentang ASN, menyebutkan bahwa PNS dan PPPK
merupakan ASN. PNS sebagai ASN memiliki sejumlah hak,
yang menurut Pasal 21 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara adalah:

a. gaji, tunjangan, dan fasilitas;

b. cuti;

C. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;

d. perlindungan; dan

e. pengembangan kompetensi.

Kalau dibandingkan dengan hak PNS dalam Undang-
undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian, maka terlihat bahwa dalam Undang-Undang RI
Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menambah satu hak lagi
yang tidak ada dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu hak
pengembangan kompetensi. Selain itu juga dalam Undang-
undang yang baru ini dirinci aspek perlindungan yang
menjadi hak PNS. Hal ini diatur dalam Pasal 92 ayat (1) yang
menyebutkan bahwa: Pemerintah wajib memberikan
perlindungan berupa: a) jaminan kesehatan; b. jaminan
kecelakaan kerja; c) jaminan kematian; dan d) bantuan

hukum.
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Keberadaan hak PNS mendapatkan jaminan-jaminan
terkait dengan reformasi sistem jaminan sosial di Indonesia
yang telah dimulai dengan pengesahan Undang-Undang RI
Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional pada tanggal 19 Oktober 2004. Sebelumnya di
Indonesia telah lama beroperasi program jaminan sosial yang
diselenggarakan oleh beberapa badan penyelenggara jaminan
sosial yaitu: PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT.
Asabri.

Implikasi lahirnya Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional berakibat
dilikuidasi beberapa badan penyelenggara jaminan sosial
seperti PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen dan PT. Asabri.
Hal ini dikarenakan dalam regulasi yang baru ini
penyelenggaraan program jaminan sosial dilakukan oleh
sebuah badan hukum publik yang diberi wewenang dan
tanggung jawab atas masalah tersebut. Sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang RI Nomor
40 tahun 2004 berbunyi, “Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan sosial.” Badan ini akan
menangani pelayanan jaminan sosial bagi masyarakat, di
mana penanganan dilakukan secara nasional dan
komprehensif di seluruh Indonesia. Dari keempat lembaga

tersebut yaitu PT. Jamsostek, PT. Askes, PT. Taspen, PT.
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Asabri, maka yang masih beroperasi adalah PT. Taspen dan
PT. Asabri. Beroperasinya kedua lembaga tersebut karena
BP]JS Ketenagakerjaan belum mengayomi kepesertaan dari
PNS dan TNI/Polri.

Terkait dengan aturan pelaksana tentang jaminan sosial
pasca lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatul Sipil Negara, maka pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaaan Kerja dan Jaminan
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan
Pemerintah ini sebagai aturan pelaksana khususnya Pasal 92
ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatul Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah ini hanya mengatur dua (2)
bentuk jaminan dari empat (4) jaminan yang diberikan oleh
negara, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah
perlindungan atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit
akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan
cacat. Sedang jaminan kematian (JKM) adalah perlindungan
atas kematian yang bukan akibat kecelakaan kerja yang
berupa santunan kematian. Dengan demikian maka PNS
berhak atas perawatan, santunan, tunjangan cacat, dan

santunan kematian. Adapun jaminan kesehatan, pemerintah
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mengeluarkan Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sebagai pelaksanaan
ketentuan Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52
ayat (2). Undang-undang ini membentuk dua BP]JS, yaitu BP]S
Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Kesehatan sudah berjalan, sedangkan BP]S
Ketenagakerjaan belum terbentuk, oleh karenanya jaminan
hari tua dan jaminan pensiun masih dikelola oleh PT Taspen.
Dalam ketentuan peralihan Pasal 57 huruf f Undang-Undang
RI Nomor 40 Tahun 2004 disebutkan bahwa “PT. Taspen
tetap menyelenggarakan program tabungan hari tua dan
program pembayaran pensiun bagi pesertanya sampai
dengan dialihkannya ke BPJS Ketenagakerjaan”. Manakala
BPJS Ketenagakerjaan sudah terbentuk, maka yang akan
didapatkan peserta (termasuk PNS) adalah : a) jaminan hari
tua; b) jaminan kematian; c) jaminan kecelakaan kerja; dan d)
jaminan pensiun. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
adalah hak yang melekat bagi PNS. Pensiun diberikan
manakala PNS meninggal dunia, atas permintaan sendiri
dengan usia dan masa kerja tertentu, mencapai batas usia
pensiun, tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak
dapat menjalankan tugas dan kewajiban. Pasal 91 ayat (3)
Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional menegaskan, bahwa “Jaminan
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pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai
perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai
hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS”.

Pada saat PNS pensiun maka yang bersangkutan
mendapatkan manfaat pensiun. Manfaat pensiun adalah
faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau
anggota keluarganya yang dibayar secara berkala pada saat
dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana
pensiun. (Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 40 Tahun 2004).
Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi
perserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun
setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.
(Pasal 1, angka 10 UU RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun). Manakala PNS meninggal dunia, maka yang berhak
mendapat pensiun ialah: (a) peserta; atau (b) janda/duda dari
peserta, dan janda/duda dari penerima pensiun; atau (c)
yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima
pensiun; atau (d) orang tua dari peserta yang tewas yang
tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang
berhak menerima pensiun. Sedang yang berhak mendapat
tabungan hari tua ialah: (a) peserta dalam hal yang
bersangkutan berhenti dengan hak pensiun atau berhenti
sebelum saat pensiun; (b) istri/suami, anak atau ahli waris

peserta yang sah dalam hal peserta meninggal dunia. Bagi
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golongan yang non PNS, tentu saja tidak ada jaminan pensiun.

Bahkan bagi mereka yang bekerja di perusahaan swasta

jarang ada yang memberikan dana pensiun sebagai tunjangan

hari tua.

Janda, ialah istri sah menurut hukum dari pegawai
negeri atau penerima pensiun-pegawai yang meninggal
dunia; sedang duda, ialah suami yang sah menurut hukum
dari pegawai negeri wanita atau penerima pensiun-pegawai
wanita, yang meninggal dunia dan tidak mempunyai istri lain.
Anak, ialah anak kandung yang sah atau anak kandung/anak
yang disahkan menurut undang-undang negara dari pegawai
negeri, penerima pensiun, atau penerima pensiun-
janda/duda; Orang tua, ialah ayah kandung dan/atau ibu
kandung pegawai negeri.

Besarnya manfaat pensiun dalam program Pensiun
Manfaat Pasti diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 1992
tentang Dana Pensiun, pada Pasal 22 menyebutkan:

(1) Dalam hal Dana Pensiun menyelenggarakan Program
Pensiun Pasti, besarnya hak atas manfaat pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal pensiun meninggal dunia, manfaat pensiun
yang dibayarkan kepada janda/duda yang sah

sekurang-kurang 60% (enam puluh persen) dari
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manfaat pensiun yang telah dibayarkan kepada
pensiunan.

b. Dalam hal peserta meninggal dunia, dalam jangka 10
tahun (sepuluh tahun) sebelum dicapainya usia
pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan
kepada janda/duda yang sah sekurang-kurang 60%
(enam puluh persen) dari yang seharusnya
dibayarkan kepada peserta apabila peserta pensiun
sesat sebelum meninggal dunia.

c. Dalam hal peserta meninggal dunia lebih dari 10
tahun (sepuluh tahun) sebelum dicapainya usia
pensiun normal, manfaat pensiun yang dibayarkan
kepada janda/duda yang sah sekurang-kurang 60%
(enam puluh persen) dari nilai pensiun ditunda yang
seharusnya menjadi hak peserta jika ia berhenti
bekerja.

(2) Dalam hal tidak ada janda/duda sah atau janda/duda,
meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada

anak yang belum dewasa dari peserta

Berdasarkan Pasal 10 PP RI Nomor 25 Tahun 1981 Jo.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Asuransi Sosial PNS, maka yang berhak mendapatkan uang

pensiunan adalah peserta (PNS) itu sendiri, atau janda/duda
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peserta, yatim piatu peserta. Sedangkan yang berhak
menerima tabungan hari tua adalah peserta yang
bersangkutan, istri atau suami, anak atau ahli waris peserta.
Artinya, jika peserta asuransi tersebut meninggal maka
pensiun dan tabungan hari tua tersebut bisa beralih kepada
salah satu keluarganya.

Pada undang-undang dan peraturan pemerintah di atas
hanya mengatur bahwa dalam konteks PNS, penerima
pensiun hanyalah PNS atau istri/suami atau anak. Tidak ada
pengaturan terkait dengan daftar ahli waris lain yang bisa
menerima pensiunan. Ketentuan dalam undang-undang dan
peraturan-pemerintah tersebut hanyalah PNS atau keluarga
yang ditunjuk sebagai penerima pensiun berikut besarannya.
Artinya, jika berdasarkan kepada Undang-Undang RI Nomor
11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25
Tahun 1981, maka semua ahli waris (kecuali janda/duda atau
anak) tidak bisa menerima pensiunan. Hal yang sama dengan
tabungan hari tua, maka ahli warisnya secara keseluruhan
tidak mendapatkan bagian kecuali secara berurutan:
istri/suami, kemudian anak, dan seterusnya.

Dasar hukum yang terkait dengan PNS muslim yang
meninggal adalah:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang

Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.
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10.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun.

Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Tabungan Perumahan Rakyat

Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 1980 tentang
Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi
Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai ASN.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Sipil.

Di dalam jaminan sosial bagi PNS yang meninggal dunia,

ada dua jenis kematian, yaitu wafat dan tewas. Keduanya
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secara bahasa sinonim, tetapi implikasi dari dua istilah
tersebut berbeda terkait dengan asuransi sosial yang akan
diterima. Jika seorang PNS meninggal biasa, seperti sakit yang
bukan karena dinas, kecelakaan pada saat jalan-jalan,
kematian PNS tersebut dinamakan wafat. Sedangkan jika PNS
meninggal karena kecelakaan saat sedang dinas, atau
menderita penyakit karena dinas lalu meninggal, maka
kematian PNS tersebut dinamakan tewas, dan tentu saja ada
tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk diterbitkan Surat
Keputusan (SK) tewas.

Bagi duda/janda/anak/orang tua PNS yang ditinggal
mati oleh istri/suami/orang tua/anaknya berhak untuk
mendapatkan:

1. Gaji terusan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 1980
tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi
Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat (1),
(2) dan (3) menyebutkan, bahwa ketika seorang Pegawai
Negeri Sipil meninggal dunia, jika ia meninggalkan
suami/istri (duda/janda), maka duda/janda PNS yang
meninggal dunia berhak mendapatkan gaji terusan selama 4
bulan berturut-turut sebesar penghasilan terakhir sebelum ia
meninggal dunia. Gaji terusan diberikan bulan berikutnya
setelah bulan PNS tersebut meninggal dunia. Hal ini berbeda

dengan seorang yang bekerja pada non-PNS. Seorang yang
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bekerja di luar pemerintahan tidak akan menerima gaji
terusan layaknya PNS. Beberapa perusahaan swasta hanya
memberikan santunan untuk anggota keluarga yang
ditinggalkan sebagai bentuk belasungkawa.

2. Jaminan Kematian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 92 ayat (1) huruf c
menyebutkan bahwa PNS mendapatkan berbagai macam
perlindungan, salah satunya adalah jaminan kematian.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Pegawai ASN, jaminan kematian yang diterima ahli waris
(duda/janda/anak/orang tua) berupa uang duka, santunan
sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Dalam
Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
Pegawai Aparat Sipil Negara, terdapat dua istilah yang
berbeda, yaitu tewas dan wafat. Pasal 18 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 disebutkan bahwa tewas
adalah meninggal dunia dalam keadaan dan karena
menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia
dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.

Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan bahwa wafat adalah
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meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1).
a. Uang Duka
1) Uang Duka Tewas
Terkait dengan PNS yang tewas, diberikan haknya
berupa uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali gaji
terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 16 ayat
[2] Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun
2015).
2) Uang Duka Wafat
PNS yang wafat akan diberikan uang duka wafat
sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir penghasilan sebulan
yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 25 PP Nomor 70
Tahun 2015).
b. Santunan Sekaligus
1) Santunan Kematian Kerja karena Tewas
Santunan kematian kerja diberikan kepada ahli waris
dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam puluh
persen) dikali 80 (delapan puluh) Gaji terakhir yang
dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 15 PP Nomor 70
Tahun 2015).
2) Santunan Sekaligus karena Wafat
Santunan sekaligus diberikan kepada ahli waris

Peserta yang wafat sebesar Rp15.000.000,00 (lima
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belas juta rupiah) yang dibayarkan sekaligus 1 (satu)
kali (Pasal 24 PP Nomor 70 Tahun 2015).

c. Biaya Pemakaman

1) Biaya Pemakaman Tewas

Biaya pemakaman diberikan kepada ahli waris
Peserta yang tewas, tewas karena menjalankan tugas
dinas. Biaya pemakaman karena tewas diberikan
sebagai penggantian atas biaya yang meliputi: peti
jenazah dan perlengkapannya, tanah pemakaman
dan biaya di tempat pemakaman. Besaran biaya
pemakaman karena tewas diberikan oleh Pengelola
Program sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta
rupiah) dan dibayarkan 1 (satu) kali. (Pasal 17 PP
Nomor 70 Tahun 2015).

2) Biaya Pemakaman Wafat

Biaya pemakaman PNS meninggal yang diberikan
kepada ahli waris Peserta yang wafat sebagai
penggantian atas biaya yang meliputi: peti jenazah
dan perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan
biaya di tempat pemakaman. Besaran biaya
pemakaman diberikan oleh Pengelola Program
sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali. (Pasal 26 PP
Nomor 70 Tahun 2015).
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d. Bantuan Beasiswa

Bantuan beasiswa diberikan kepada 1 (satu) orang anak

dari Peserta dengan ketentuan:

1
2)
3)
4)

masih sekolah/kuliah;
berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
belum pernah menikah; dan

belum bekerja.

Bantuan beasiswa diberika kepada anak dari Peserta

yang tewas dengan ketentuan:

1)

2)

3)

4)

bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah
tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
bagi anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah
lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan
beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima
juta rupiah);

bagi anak dari Peserta yang masih duduk di sekolah
lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa
sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

bagi anak dari Peserta yang masih duduk di
pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat
diberikan bantuan beasiswa sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) (Pasal 20

PP Nomor 70 Tahun 2015).
73



Karakteristik Harta PNS Muslim di Indonesia

Adapun bantuan beasiswa pada anak Peserta yang
karena wafat diberikan kepada 1 (satu) orang sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang
diserahkan secara sekaligus (Pasal 29 PP Nomor 70
Tahun 2015).

3. Jaminan Pensiun

Seorang PNS yang meninggal dunia, berapapun masa
kerjanya, berhak atas pensiun yang diberikan kepada ahli
warisnya. Adapun junlah iurannya adalah 434% (empat tiga
perempat persen) dari gaji yang dipotong setiap bulan. Hal ini
berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor
25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tersebut ialah:

a. peserta; atau

b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima
pensiun; atau

c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima

pensiun; atau
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d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak
meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang
berhak menerima pensiun.

4. Jaminan Hari Tua.

Yang dimaksud Jaminan/tabungan hari tua adalah
asuransi hari tua. Asuransi hari tua ini diterima pada saat
yang bersangkutan berhenti karena pensiun, meninggal dunia
atau berhenti tanpa hak pensiun. Selain dari itu sebagai
tambahan diberikan pula jaminan asuransi kematian bagi
peserta dan keluarganya. Hak atas tabungan hari tua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, diberikan
dalam hal peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia,
atau karena sebab-sebab lain. Yang berhak mendapat
tabungan hari tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, ialah:

a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan
hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;

b. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah
dalam hal peserta meninggal dunia.

Menurut Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor
128/PMK.02/2016 tentang Persyaratan dan Besar Manfaat
Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa dalam
hal hak-hak peserta program tabungan hari tua, manfaat
yang didapatkan adalah manfaat asuransi dwiguna dan atau

manfaat asuransi kematian. Asuransi dwiguna adalah suatu
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jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi
peserta pada waktu mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli
warisnya pada waktu peserta meninggal dunia sebelum
mencapai usia pensiun. Besarnya jaminan dimaksud diatur
oleh Menteri Keuangan, dan oleh peserta dapat dipergunakan
sebagai penambah untuk pembiayaan perumahan. Manfaat
Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal peserta: a. berhenti
karena pensiun; b. meninggal dunia sebelum diberhentikan
dengan hak pensiun; atau c. berhenti karena sebab-sebab lain.

Sedang manfaat asuransi kematian diberikan dalam hal:
(a) peserta atau pensiunan peserta meninggal dunia; (b)
istri/suami meninggal dunia; atau (c) anak meninggal dunia.
5. Tabungan Perumahan (Taperum) PNS

Perumahan  merupakan kebutuhan  masyarakat
termasuk PNS, karena itu upaya peningkatan kesejahteraan
PNS untuk memiliki rumah yang layak merupakan hal yang
sangat penting. Pemerintah memfasilitasi melalui tabungan
perumahan PNS yang merupakan kegotong royongan
diantara PNS.

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai
Negeri Sipil yang diperbaharui dengan Undang-Undang RI
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat,

bahwa untuk membiayai wusaha-usaha peningkatan
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kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam bidang perumahan,
setiap PNS baik pusat maupun daerah diwajibkan melakukan
Tabungan Perumahan yang dipotong dari gaji masing-masing
Pegawai Negeri Sipil. Jika PNS yang meninggal dunia, semasa
hidupnya belum pernah mengajukan uang muka Perumahan
atau bantuan uang muka perumahan ke Badan Pertimbangan
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum
PNS), maka ahli warisnya berhak mendapatkan Tabungan
Perumahan. Iuran perumahan yang dibayarkan oleh PNS
meninggal dunia setiap bulannya yang dipotong dari gajinya.
Adapun besaran pemotongan gaji PNS (non
Polri/TNI/Kemhan) bervariasi, dimana untuk PNS golongan I
sebesar Rp3.000,00, PNS golongan II sebesar Rp5.000,00, PNS
golongan III sebesar Rp7.000,00 dan PNS golongan IV sebesar
Rp10.000,00.

Dengan berdasar pada hak-hak yang didapatkan oleh
PNS, maka harta peninggalan PNS muslim adalah : a) gaji
terusan; b) jaminan kematian berupa: uang duka, santunan
sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa; c)
jaminan pensiun; d) jaminan hari tua; e) tabungan
perumahan PNS. HP tersebut wujudnya akan ada setelah PNS
muslim itu meninggal dunia. Selain itu juga PNS muslim
meninggalkan HP lainnya yang keberadaan HP tersebut tidak
ada kaitannya dengan kepegawaiannya. Jenis HP ini

wujudnya sudah ada dikala PNS muslim tersebut masih hidup
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seperti rumabh, tanah, kendaraan dan jenis harta lainnya yang
ia beli dari gaji yang ia dapatkan setiap bulan atau sumber
lainnya.

HP seorang muslim yang PNS dia akan meninggalkan
harta yang terkait dengan ke PNS annya yang ini berbeda
dengan seorang muslim yang bukan PNS. Artinya seorang
muslim PNS yang meninggal dunia akan meninggalkan harta
yang umum dan harta yang terkait dengan PNS yang
merupakan HPK. PNS muslim ketika dia hidup dia
mendapatkan gaji baik yang didapat maupun yang dipotong
setiap bulan. Gaji yang ia terima yang tidak dipotong
digunakan untuk keperluan sehari baik dalam arti konsumtif
maupun pembelian berupa aset seperti rumah, tanah,
kendaraan dan lain sebagainya. Ketika dia meninggal maka
harta yang dia peroleh merupakan HP selain dari harta yang
didapat sebagai akibat dari potongan gaji PNS muslim
tersebut. Dengan demikian apabila seorang PNS muslim
meninggal maka wujud dari harta peninggalannya tersebut
adalah ada harta yang dimilikinya secara umum dan ada pula
harta yang didapatkan sebagai akibat dari PNS-nya.

Dengan demikian HP PNS muslim terdiri dari HPU dan
HPK. HPU PNS muslim umum adalah harta yang wujudnya
sudah ada dikala PNS muslim tersebut masih hidup seperti

rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta lainnya yang ia beli
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dari gaji. Adapun HPK PNS muslim adalah harta yang
wujudnya ada setelah PNS muslim tersebut wafat dan harta
tersebut berasal dari premi asuransi yang dipotong setiap
bulan dari gaji PNS muslim tersebut  dan
sumbangan/santunan pemerintah.

Dalam konteks wujud HP baik HPU maupun HPK antara
PNS muslim dan PNS non muslim tidak ada bedanya. Artinya
baik PNS muslim maupun PNS non muslim memiliki peluang
yang sama untuk mewujudkan dua jenis HP tersebut. Namun
yang membedakan adalah ketika harta peninggalan itu dibagi
kepada pewarisnya. Bagi PNS non muslim terkait HPU dibagi
sesuai dengan KUH. Pdt. Sedang terkait HPK seperti: a) gaji
terusan; b) jaminan kematian berupa: uang duka, santunan
sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa; c)
jaminan pensiun; d) jaminan hari tua; e) serta tabungan
perumahan PNS dibagi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Adapun bagi PNS muslim, baik HPU dan HPK
seharusnya dibagi sesuai dengan ketentuan waris dalam
Islam. Oleh karenanya, adanya peraturan perundang-
undangan yang mengatur terkait HPK yakni dengan cara
hierarki harus dikesampingkan karena tidak sesuai dengan
ketentuan waris Islam. Selama ini dalam praktiknya HPK PNS
muslim diperlakukan dengan merujuk pada peraturan-

perundang-undangan yang berlaku. Karakteristik HPK PNS
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muslim terlihat dari segi status dan pembagiannya. Dari segi
status, dalam hukum Islam, HPK PNS muslim berupa uang
jaminan pensiun, jaminan hari tua dan uang pengembalian
tabungan perumahan PNS merupakan harta tirkah atau harta
waris dan dari segi pembagiannya, maka harta tersebut
harus dibagi sesuai dengan hukum kewarisan Islam.

Baik HPU maupun HPK PNS muslim merupakan harta
kekayaan dalam perkawinan yang didalamnya ada harta
bersama. HPU PNS muslim seperti rumah, tanah, kendaraan
dan harta lainnya merupakan harta bersama (harta gono-
gini) yang separonya merupakan bagian istri/suami, dan
separonya milik ahli waris lainnya. Begitu juga dengan HPK
PNS muslim seperti jaminan pensiun, jaminan hari tua dan
pengembalian taperum PNS juga merupakan harta bersama
karena dipotong setiap bulan dari gaji PNS, sedang gaji
terusan, jaminan kematian berupa: uang duka, santunan
sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa bukan
merupakan harta bersama perkawinan Kkarena bersifat
santunan dari pemerintah.

Meletakkan HPU dan HPK PNS muslim ke dalam harta
bersama perkawinan karena harta tersebut merupakan harta
syirkah yang diperoleh baik secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini

sesuai dengan Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa
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“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta
yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri
dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya
disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas

nama siapapun”.

B. Sumber Harta Peninggalan PNS Muslim

Ketika seorang PNS meninggal dunia, sebagaimana
diatur dalam beberapa regulasi yang terkait dengan PNS,
maka setidaknya PNS akan meningalkan harta peninggalan.
Ada dua jenis harta yang ia tinggalkan: pertama harta
peninggalan umum (HPU). Jenis HPU ini sudah ada (dikuasai)
dikala PNS masih hidup. Kedua, harta peninggalan khusus
(HPK) karena berstatus PNS. Manakala PNS tersebut
meninggal dunia, maka yang akan ia meninggalkan harta
tersebut kepada ahli warisnya (janda/duda/anak/orang tua)
terkait dengan ke-PNS-annya adalah uang jaminan pensiunan
bulanan, jaminan hari tua, pengembalian uang taperum PNS,
gaji terusan, dan jaminan kematian dalam bentuk santunan
sekaligus, uang duka, biaya pemakaman dan bantuan
beasiswa.

HPK PNS muslim tersebut yang seterusnya diwarisi oleh
ahli waris saat PNS tersebut meninggal bersumber dari iuran

dan santunan. Sebagai sebuah asuransi maka berlaku
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pembayaran premi bagi PNS. Menurut undang-undang, suatu
asuransi adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung
(verzekeraar), dengan menerima suatu premi, menyanggupi
kepada orang yang ditanggung (verzekerde), untuk
memberikan penggantian suatu kerugian atau kehilangan,
yang mungkin akan diderita oleh orang yang ditanggung itu
sebagai akibat suatu kejadian yang tidak tentu. Premi adalah
sejumlah uang yang dibayar tertanggung kepada penanggung
sebagai imbalan risiko yang ditanggungnya. Adapun premi
yang ada dalam asuransi sosial PNS adalah iuran setiap bulan
yang wajib dibayar oleh PNS. Asuransi yang ada dalam PNS
bukanlah asuransi yang berasal dari perjanjian, tetapi
merupakan asuransi yang sifatnya wajib sebagai policy
(kebijakan) pemerintah.

Pasal 22 dan 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 70
Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara menyebutkan,
bahwa iuran juga diambil dari pemberi kerja, dan terhadap
PNS oleh Pemerintah. Besaran iuran masing-masing berbeda.
[uran jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma
dua-puluh empat persen) dari gaji peserta setiap bulan yang
ditanggung oleh pemberi kerja. Iuran jaminan kematian
sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji Peserta

setiap bulan yang ditanggung oleh Pemberi Kerja. Premi yang
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dibayar PNS setiap bulannya untuk pensiun dan tabungan
hari tua bersumber dari gaji PNS, sebagaimana bunyi Pasal 6
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 yaitu
untuk pensiun dan tabungan hari tua, besar iurannya 8% dari
penghasilan setiap bulan tanpa tunjangan pangan, dengan
rincian 4%% (empat tiga-perempat persen) untuk pensiun
dan 3%% (tiga satu-perempat persen) untuk tabungan hari
tua. Kewajiban membayar iuran tersebut dimulai pada bulan
peserta menerima penghasilan dan berakhir pada akhir bulan
yang bersangkutan berhenti sebagai peserta (Pasal 6
Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 1981).

Alokasi 8% untuk pensiun dan tabungan hari tua
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Ketentuan ini
tidak berbeda dengan aturan sebelumnya yang berasal dari
Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Perubahan
dan Tambahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara
Pemotongan, dan Besarnya luran-luran yang Dipungut dari
Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun.
Dalam aturan ini Pegawai Negeri dan Pejabat Negara
dipungut iuran sebesar 10% (sepuluh persen) dari
penghasilan setiap bulannya, dengan rincian 434% (empat

tiga-perempat persen) untuk iuran dana pensiun, 2% (dua
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persen) untuk iuran pemeliharaan kesehatan, dan 3%% (tiga
satu-perempat persen) untuk tabungan hari tua.

Adapun tentang kapan pembayaran iuran dilakukan dan
apa sanksi hukumnya jika peserta tidak melakukan
pembayaran iuran kepada badan penyelenggara, dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil tidak ada ketentuannya.
Akan tetapi, dalam peraturan penggajian PNS ditentukan
bahwa iuran pensiun, tabungan hari tua dan pemeliharaan
kesehatan langsung dipotong dari gaji PNS yang
bersangkutan setiap bulan. PNS sebagai peserta asuransi
sosial PNS tidak perlu membayar sendiri secara langsung
premi (iuran) asuransi sosial PNS mereka, karena iuran
tersebut sudah dipotong langsung oleh petugas Kantor
Perbendaharaan dan Kas Negara. Dengan demikian, tidak ada
kemungkinan PNS sebagai peserta asuransi sosial PNS tidak
membayar iuran asuransi sosial PNS mereka.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil hanya
menjelaskan tentang iuran yang diperuntukkan bagi pensiun
dan tabungan hari tua, sedang jaminan kesehatan tidak diatur
di sini. Hal ini berbeda dengan Keputusan Presiden Nomor 8
Tahun 1977 tentang Perubahan dan Tambahan Atas

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun
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1974 tentang Pembagian, Penggunaan, Cara Pemotongan, dan
Besarnya iuran-iuran yang dipungut dari Pegawai Negeri,
Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun yang mengatur iuran
untuk pensiun, tabungan hari tua dan pemeliharaan
kesehatan.

Terkait dengan evenemen, yaitu peristiwa tidak pasti
yang menjadi beban penanggung, maka bagi PNS peristiwa
tidak pasti tersebut adalah peristiwa berhenti dari PNS yang
dialami oleh peserta asuransi sosial PNS karena pensiun,
meninggal dunia atau sebab lain yang mengancam
kesejahteraan mereka. Apabila peristiwa itu terjadi,
mengakibatkan berkurang atau hilangnya penghasilan PNS
yang bersangkutan. Risiko atas peristiwa inilah yang menjadi
beban badan penyelenggara sebagai penanggung.

Untuk mengatasi timbulnya akibat dari peristiwa
tersebut, undang-undang mewajibkan PNS menjadi peserta
auransi sosial PNS dengan membayar iuran yang dipotong
langsung dari gaji setiap bulan. Badan yang ditugasi
Pemerintah sebagai penyelenggara asuransi sosial PNS
adalah BUMN PT. Taspen (sekarang dalam proses pengalihan
ke BPJS). Badan inilah yang menerima iuran dari PNS sebagai
peserta asuransi sosial PNS dan membayarkannya kepada
PNS yang berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau

sebab lain.
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Mengenai waktu mulai dan berakhirnya resiko yang
menjadi beban penanggung dimulai sejak tanggal
pengangkatan peserta menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) atau PNS. Mereka yang pada tanggal berlakunya
peraturan pemerintah ini sudah mempunyai kedudukan
sebagai CPNS dan PNS, menjadi peserta sejak tanggal
pengangkatannya itu (Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 1981). Kedudukan sebagai peserta asuransi sosial
PNS berakhir sejak:

a. peserta meninggal dunia;

b. peserta tidak lagi menjadi peserta karena alasan-
alasan lain berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Alasan lain itu adalah berhenti
tanpa hak pensiun, yaitu berhenti dengan hormat atau
tidak dengan hormat.

[uran untuk jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan
Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Jumlah iuran
kesehatan yang dibayarkan bagi Peserta Pekerja Penerima
Upah yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI,
Anggota Polri, Pejabat Negara, dan Pegawai Pemerintah Non
Pegawai Negeri sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah
per bulan. Iuran dibayar dengan ketentuan 3% (tiga persen)
dibayar oleh Pemberi Kerja dan 2% (dua persen) dibayar oleh

Peserta.
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Secara rinci dapat diuraikan sumber didapatkannya
HPK PNS tersebut sebagai berikut: Pertama, gaji terusan

merupakan gaji yang diberikan kepada suami/istri (duda/janda)

selama 4 bulan berturut-turut sebesar penghasilan terakhir sebelum ia
meninggal dunia. Jadi, gaji terusan ini semacam uang santunan/hadiah yang

diberikan pemerintah kepada suami/istri (duda/janda) PNS yang meninggal.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun
1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan
bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Pasal 1 ayat
(1) menyatakan bahwa “kepada Janda/duda dari Pegawai
Negeri Sipil yang meninggal dunia, diberikan Tunjangan
Tambahan Penghasilan sebesar selisih antara pensiun
janda/duda yang akan diterimanya menurut peraturan yang
berlaku dengan penghasilan terakhir almarhum/almarhumah

Pegawai Negeri Sipil”. Kedua, jaminan kematian merupakan salah satu

bentuk perlindungan PNS dengan memberikan santunan sekaligus, uang
duka, biaya pemakaman, dan beasiswa Kkepada ahli warisnya
(duda/janda/anak/orang tua). Jaminan kematian ini juga merupakan
santunan dari pemerintah. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai ASN

Pasal 30 menegaskan:

(1) Iuran JKM ditanggung oleh Pemberi Kerja

(2) Besarnya Iuran JKM sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen)

dari Gaji Peserta per bulan.
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(3) Iuran JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(4) Iuran JKM bagi peserta yang gajinya dibayar melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Ketiga, Jaminan pensiun bulanan merupakan hak yang didapatkan
oleh PNS atau hak ahli warisnya jika PNS tersebut meninggal dunia.

Pensiunan bulanan yang didapatkan PNS atau ahli waris PNS tersebut

bersumber dari uang PNS tersebut yang dipotong setiap bulan sebesar 434%
(empat tiga-perempat persen). Keempat, Jaminan hari tua
merupakan asuransi hari tua di mana jenis asuransi ini
diterima pada saat PNS berhenti karena pensiun, meninggal

dunia atau berhenti tanpa hak pensiun. Jaminan hari tua yang
didapatkan PNS atau ahli waris PNS tersebut bersumber dari uang PNS

tersebut yang dipotong setiap bulan sebesar 3%4% (tiga satu-perempat
persen). Mengenai pemotongan jaminan pensiun dan jaminan
hari tua, Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil menyatakan pada Pasal

6:
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(1) Peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8%
(delapan persen) dari penghasilan sebulan tanpa
tunjangan pangan.

(2) Iuran sejumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
peruntukannya ditentukan sebagai berikut:

a. 4 3/4% (empat tiga perempat persen ) untuk pensiun;
b. 3 1/4% (tiga perempat persen ) untuk tabungan hari
tua.

Kelima, pengembalian Uang Tabungan Perumahan
(Taperum) PNS yang jika PNS tersebut meninggal dunia, dan
semasa hidupnya belum pernah mengajukan pengambilan
uang muka perumahan atau bantuan uang muka perumahan
ke Bapertarum PNS, maka ahli warisnya berhak mendapatkan
pengembalian iuran perumahan yang dibayarkan oleh PNS
meninggal dunia setiap bulannya yang dipotong dari gajinya.
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil
Pasal 1 menyebutkan, bahwa “untuk membiayai usaha-usaha
peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil dalam
bidang perumahan, setiap PNS baik pusat maupun daerah
diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang dipotong
dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil”. Besaran
pemotongan gaji PNS bervariasi, sesuai Pasal 3 ayat (1)
menegaskan dimana untuk PNS golongan [ sebesar

Rp3.000,00, PNS golongan II sebesar Rp5.000,00, PNS
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golongan IIl sebesar Rp7.000,00 dan PNS golongan IV sebesar
Rp10.000,00. Pengaturan tentang tabungan perumahan ini
telah diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat
terutama pada Pasal 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan “Tabungan Perumahan Rakyat yang selanjutnya
disingkat Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh
peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang
hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan
dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah
kepesertaan berakhir”. Dengan demikian dapat dimengerti,
bahwa Taperum PNS bersumber dari tabungan (potongan)
gaji PNS ketika aktif setiap bulan.

Ada 2 (dua) hal yang dilihat dari harta HPK PNS
tersebut dilihat dari sumbernya, yaitu: pertama: harta yang
bersumber dari santunan dari pemerintah, di mana jenis
harta ini didapatkan setelah meninggal dunia. Harta yang
termasuk di sini adalah gaji terusan dan jaminan kematian
yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, biaya
pemakaman dan bantuan beasiswa. Kedua: harta yang
bersumber dari tabungan/ potongan berkala PNS semasa
hidupnya. Harta ini merupakan hak yang secara yuridis dan
secara nyata hasil usaha dan dimiliki oleh PNS semasa

hidupnya. Harta yang termasuk disini adalah jaminan
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pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang Taperum

PNS.

C. Status Harta Peninggalan PNS Muslim

Menurut Mardani, Secara etimologis harta atau al mal
dalam Bahasa Arab berarti condong, cendrung dan miring.
Adapun secara terminologis, harta adalah sesuatu yang
diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu
akan memberikannya atau menyimpannya”. (Mardani:2012)
Menurut fuqaha, sebagaimana dikutip oleh Hendi Suhendi,
“Harta bersendi dua (2) unsur, yaitu unsur ‘aniyah dan unsur
‘urf”. (Hendi Suhendi:2010) Dengan demikian, “Harta harus
memiliki dua Kkriteria, yaitu: pertama: memiliki unsur nilai
ekonomis, kedua: adanya unsur manfaat atau jasa yang
diperoleh dari suatu barang. Nilai ekonomis dan manfaat
yang menjadi Kkriteria harta ditentukan berdasarkan ‘urf
(kebiasaan/adat)”. (Fahmi Al Amruzi:2014)

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan “harta
yaitu: 1). Barang (uang dst.); 2) kekayaan berwujud dan tidak
berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki oleh
perusahaan”. Sedang dalam Bahasa Arab, “harta disebut
dengan al-mal atau jamaknya amwal yang berarti harta
benda”. Selain tersebut di atas “ada juga yang mengartikan al-

mal dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia
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baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak maupun
yang tidak tampak”. Dengan demikian, harta terdiri dari dua
unsur yaitu ‘aniyah dan ‘urf. ‘Aniyah adalah bahwa harta
tersebut berwujud dalam kenyataan, sedang ‘urf adalah harta
yang dilihat dari manfaatnya.

Menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum
Ekonomi Syariah Pasal 1 ayat (9) bahwa yang dimaksud
“harta adalah benda yang dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan
dialihkan baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik
benda terdaftar maupun tidak terdaftar, baik benda yang
bergerak maupun tidak bergerak dan hak yang mempunyai
nilai ekonomis”. Dilihat dari pengertian harta dalam
Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES), maka ada tujuh
unsur terkait definisi harta yaitu unsur Kkepemilikan,
pengusahaan, pengalihan, berwujud maupun tidak berwujud,
terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak
bergerak. Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki
seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan
perbuatan hukum (Pasal 1 ayat [16]). Pengusahaan benda
adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha
yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk

melakukan perbuatan hukum, baik miliknya atau milik orang
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lain (Pasal 1 ayat [17]). Pengusahaan benda adalah hak
seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan
benda, baik miliknya atau milik orang lain (Pasal 1 ayat [18]).
Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak
kepemilikan dari subjek hukum yang sama ke subjek hukum
yang lain (Pasal 1 ayat [19]). Benda berwujud adalah adalah
segala yang dapat diindra (Pasal 1 ayat [10]). Benda tidak
berwujud adalah adalah segala yang tidak dapat diindra
(Pasal 1 ayat [11]). Benda terdaftar adalah segala sesuatu
yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan yang
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Pasal 1 ayat [14]).
Benda warkat tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang
kepemilikannya  ditentukan berdasarkan alat bukti
pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak (Pasal 1
ayat [15]). Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat
dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain (Pasal 1 ayat
[12]). Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak
dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang
menurut sifatnya ditentukan Undang-Undang (Pasal 1 ayat
[13]).

Harta dinyatakan sebagai milik manusia sebagai hasil
usahanya. Kepemilikan oleh manusia oleh karenanya
merupakan izin dari Allah dalam pemanfaatan barang dan

aset. Syariah menentukan batasan dan cara-cara di mana
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individu, kelompok, masyarakat umum, serta negara dapat
menguasai harta benda sedemikian rupa sehingga perolehan
yang berbeda-beda masih dapat diraih oleh semua orang
walaupun ada perbedaan dalam kemampuan mereka.
Muhammad Ayyub menyatakan, “cara-cara menguasai harta
dengan bekerja, pembelian/perolehan harta benda untuk
kelangsungan hidup, harta benda yang diberikan sebagai
hadiah dan pemberian izin kepemilikan oleh negara atas
sesuatu kepada warganya, dan waris”. (Muhammad
Ayub:2009)

Pada konteks perkawinan sebagai salah satu sebab-
sebab kewarisan, harta kekayaan memiliki kedudukan yang
sangat penting dan dibutuhkan dalam suatu perkawinan
untuk mendapatkan kesejahteraan hidup dalam keluarga.
Kesejahteraan dalam keluarga merupakan suatu hak yang
paling mendasar atau merupakan hak asasi sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam pasal tersebut
dinyatakan bahwa: “Setiap orang berhak mempunyai hak
milik, baik sendiri-sendiri, maupun bersama-sama dengan
orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan
masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”.

(Rosnidar Sembiring:2016)
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Hukum kewarisan erat hubungannya dengan masalah

harta, dan justru harta itulah yang sering menimbulkan

terjadinya perselisihan dan persengketaan di kalangan

sesama ahli waris. Keberadaan harta yang dimiliki sebuah

keluarga dalam ikatan perkawinan, secara garis besar dapat

dibagi 4 kategori, yaitu:

1

2)

3)

4)

Harta warisan, yang perolehannya dimungkinkan
sebelum perkawinan, sesudah perkawinan berlangsung,
baik yang bersangkutan (sebagai ahli waris) masih
hidup atau sesudah meninggal dunia.

Harta atau hasil usaha atau perolehan yang dimiliki oleh
suami atau istri sebelum perkawinan. Begitu terjadi
perkawinan, harta tersebut menjadi harta bawaan yang
kepemilikan dan pengelolaannya berada dalam
kekuasaan masing-masing suami atau istri sepanjang
tidak diperjanjikan lain sesaat sesudah akad nikah

Harta yang diperoleh selama/dalam perkawinan, sejak
terjadinya akad nikah sampai dengan terjadinya
perceraian atau meninggalnya suami atau istri. Harta
dimaksud disebut harta bersama

Harta yang diperoleh selama dalam perkawinan yang
berasal dari hibah, wasiat atau hadiah. Apabila hibah,
wasiat atau hadiah itu diperuntukan kepada suami istri,
maka harta tersebut menjadi harta bersama suami istri.

Akan tetapi apabila diperuntukan kepada salah seorang
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suami istri, maka harta tersebut adalah hak milik suami

atau istri yang bersangkutan. Dan  status

kepemilikannya sama dengan harta bawaan, dengan
catatan sepanjang tidak diperjanjikan lain dalam
perkawinan. (Abdullah Berahim:2015)

Istilah harta bersama perkawinan terdapat dalam
peraturan perundang-undangan baik dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Indonesia. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974
menetapkan bahwa “harta benda yang diperoleh selama
dalam perkawinan menjadi harta bersama”. Adapun harta
bersama tersebut dapat meliputi benda tidak bergerak, benda
bergerak dan surat-surat berharga, benda berwujud atau
benda tak berwujud, baik yang telah ada maupun yang akan
ada pada saat kemudian. Hadiah, honor, penghargaan, dan
sebagainya yang diperoleh masing-masing pihak yang
menyebabkan bertambahnya pendapatan yang ada
hubungannya dengan profesi atau pekerjaan sehari-hari
suami atau istri menjadi harta milik bersama. Sedang yang
tidak berwujud dapat berupa hak atau kewajiban. Keduanya
dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas
persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri tanpa

persetujuan salah satu pihak tidak boleh menjual atau
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memindahkan harta bersama tersebut. ()Slamet Abidin dan

Aminuddin:1999)

Terhadap dua hal yang berbeda dalam memandang
konsep harta bersama antara apa yang ada dalam peraturan
perundang-undangan dengan hukum Islam (fikih), dalam
konteks negara Indonesia maka yang lebih menjamin aspek
kepastian hukum secara legal yang lebih tepat diterapkan
adalah apa yang ada dalam peraturan perundang-undangan
dalam hal ini apa yang terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi
Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum
Indonesia. Selain itu juga Kompilasi Hukum Islam dianggap
sebagai fikih Indonesia dan ia dianjurkan untuk dijadikan
pedoman dan pegangan Kkhusus para hakim dalam
menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

Pasal 86 Kompilasi Hukum Indonesia menyebutkan:

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami
dan harta istri karena perkawinan.

2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh
olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak
suami dan dikuasai penuh olehnya.

Kompilasi Hukum Islam tersebut mengatur sistem
terpisahnya antara harta suami dan harta istri sepanjang
yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan

dalam perjanjian perkawinan). Menurut Slamet Abidin dan
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Aminuddin, bahwa “Kompilasi Hukum Islam memberikan
kelonggaran kepada suami/istri untuk membuat perjanjian
perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan
perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.
Hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan,
baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara
perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing
pihak. Pandangan Hukum Islam yang memisah harta
kekayaan suami istri sebenarnya memudahkan pemisahan
mana yang termasuk harta suami atau harta istri yang
diperoleh secara sendiri selama perkawinan, dan mana yang
harta bersama.

Dalam literatur fikih, secara langsung, hukum Islam
tidak melihat adanya harta bersama. Dengan kata lain, hukum
I[slam pada umumnya lebih memandang adanya keterpisahan
antara harta suami dan harta istri. Apa yang dihasilkan istri
merupakan harta miliknya, demikian juga apa yang
dihasilkan suami adalah harta miliknya. Istilah “harta
bersama perkawinan belum tersentuh dalam pembahasan
baik dalam pembahasan tentang perkawinan maupun
kewarisan”. (A. Wasit Aulawi dan Amrullah dalam Amrullah
Ahmad SF:1996) Hal ini juga ditegaskan oleh Isma’il
Muhammad Syah yang menjelaskan bahwa “dalam

keyataannya doktrin hukum fikih tidak ada membahas
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masalah harta bersama dalam perkawinan”. (Isma'il
Muhammad Syah:1993) Dengan pandangan sebagian orang
bahwa tidak ada harta bersama perkawinan, maka
konsekuensinya jika salah satu dari mereka meninggal dunia,
maka yang ada hanyalah harta waris (tirkah) yang dibagikan
kepada ahli waris. Dan kalau terjadi perceraian diantara
suami istri, yang ada hanyalah harta yang dimiliki oleh
masing-masing suami istri. Ahmad Azhar Basyir menyatakan
“Harta bersama merupakan masalah yang belum pernah
tersentuh oleh Hukum Islam kontemporer tentang masalah
ini diteropong melalui pendekatan ijtihad”. Oleh karena itu,
hal-hal yang berkenaan dengan harta dalam perkawinan,
termasuk masalah harta bersama belum dibahas secara jelas
(khusus) oleh fugaha (para ahli) dalam hukum Islam.

Hukum Islam (fikih) lebih memandang adanya
keterpisahan antara harta suami dan istri. Harta bersama
perkawinan diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan
oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan.
Harta bersama perkawinan dapat dikatakan sebagai harta
yang dihasilkan dengan cara percampuran dimana antara
harta suami dan istri terjadi percampuran dan tidak dapat
dibeda-bedakan lagi. Dengan demikian perkongsian seperti
ini dapat disamakan dengan konsep harta bersama karena

pada prinsipnya antara keduanya terjadi percampuran harta.
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Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 1 butir f
menegaskan, bahwa “harta kekayaan dalam perkawinan atau
Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau
bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan
berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”. Defenisi lain
menyebutkan bahwa “harta bersama adalah harta kekayaan
yang diusahakan oleh suami istri selama perkawinan
berlangsung”. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum
Kekeluargaan di Indonesia mengatakan, bahwa “Harta
bersama adalah harta yang diperoleh sesudah mereka dalam
hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau usaha
salah seorang mereka.” (Sayuti Thalib:2014) Maksudnya
adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau atas usaha
sendiri-sendiri selama masa perkawinan. Dengan demikian
harta bersama adalah harta yang diperoleh dari usaha
bersama dalam (selama) perkawinan.

Harta bersama merupakan masalah yang belum pernah
tersentuh oleh Hukum Islam kontemporer, tentang masalah
ini diteropong melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta
benda yang diperoleh suami istri bersama-sama selama masa
perkawinan merupakan harta bersama. Oleh karena itu, hal-
hal yang berkenaan dengan perkawinan, termasuk masalah

harta benda, menjadi milik bersama. Kajian ulama tentang
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harta bersama telah melahirkan pendapat bahwa harta
bersama termasuk hukum yang dapat digiyaskan dengan
syirkah. Menurut Ismail Muhammad Syah, “Syirkah menurut
bahasa ialah percampuran, sedangkan menurut syara’ ialah
adanya hak dua orang atau lebih terhadap sesuatu”. Harta
bersama atau harta syirkah, yaitu harta yang terkumpul
selama menikah harus dibagi secara proporsional jika terjadi
perceraian: baik cerai hidup maupun cerai mati. Zahri Hamid
menegaskan, bahwa “harta bersama dapat di-giyas-kan
dengan syirkah karena dipahami istri juga dapat dihitung
sebagai pasangan (kongsi) yang bekerja, meskipun tidak ikut
bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya”. (Zahri
Hamid:1978) Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian
mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian,
mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan
domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktivitas kerja yang
perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ibnu Rusyd menyatakan bahwa “menurut Abu Hanifah,
serikat abdan dibolehkan sekalipun jenis pekerjaannya
berbeda”. (Ibnu Rusy:2007) Dalam fikih muamalah, “syirkah
abdan ataupun syirkah mufawadlah merupakan bagian dari
syirkah ‘uqud. Syirkah ‘uqud adalah kongsi yang mensyaratkan
adanya kontrak antara anggotanya”. (Muhsin Aseri:2017)
Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan

kedua belah pihak. Harta bersama didefinisikan sebagai harta
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yang dihasilkan pasangan suami istri selama perkawinan
berlangsung. Maka, harta bersama dikategorikan sebagai
syirkah mufawadhah atau syirkah abdaan. Dikatakan
sebagai syirkah mufawadlah karena perkongsian suami istri
dalam harta bersama itu bersifat tidak terbatas, apa saja yang
dihasilkan selama dalama perkawinan termasuk kategori
harta bersama. Warisan dan pemberian merupakan
pengecualian.  Sedangkan  harta  bersama  disebut
sebagai syirkah abdan dikarenakan sebagian besar dari suami
istri dalam masyarakat Indonesia sama-sama bekerja untuk
nafkah hidup keluarganya, termasuk yang bekerja sebagai
PNS.

Konsep  syirkah  sebagai implementasi dalam
pemaknaan harta bersama memiliki rekam jejak dalam
praktik rumah tangga seorang PNS muslim di Indonesia. HP
PNS muslim yang bersumber dari potongan berkala gaji
setiap bulan ketika PNS masih aktif, sebagai hasil usaha atau
perolehan (yang dimiliki) oleh suami istri selama/dalam
perkawinan. Ketika PNS meninggal, dalam hukum Islam HP
PNS muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari tua
(Taspen) dan uang tabungan perumahan PNS termasuk
dalam kategori harta bersama.

Wujud HP menurut hukum Islam berbeda dengan apa

yang ada dalam hukum waris Barat dan hukum adat. Dalam
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hukum Islam HP yang diwarisi oleh para ahli waris adalah
sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi
dengan pembayaran hutang pewaris dan pembayaran lain
yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris. Dalam
hukum waris KUH Pdt. wujud HP meliputi seluruh hak dan
kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan yang dapat
dinilai dengan wuang. Pasal 833 KUH Pdt. menegaskan
“sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum
memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan
semua piutang dari si meninggal”. Jadi HP yang akan diwarisi
oleh para ahli waris tidak hanya meliputi hal-hal bermanfaat
berupa aktiva atau keuntungan, tetapi juga termasuk hutang-
hutang si pewaris yang merupakan pasiva dari harta
kekayaan yang ditinggalkan, sehingga kewajiban membayar
hutang pada hakikatnya beralih juga kepada ahli waris.

Pada hukum adat, pembagian HP tidak selalu
ditangguhkan sampai semua hutang si peninggal warisan
dibayar. Artinya, HP yang dapat beralih kepada ahli waris
tidak selalu dalam keadaan bersih setelah dikurangi hutang-
hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli waris menerima
harta warisan yang didalamnya tercakup kewajiban
membayar hutang-hutang pewaris. Menurut Rosnidar
Sembiring, perbedaan yang tampak pada hukum adat bahwa
“Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan

kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan
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kesatuan yang tidak terbagi atau terdapat terbagi menurut
jenis macamnya dan kepentingan para warisnya”. Harta
warisan adat tidak boleh dijual, sebagai kesatuan dan uang
penjualan itu lalu dibagikan kepada para ahli waris menurut
ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris
Islam atau dalam KUH Pdt.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
1981 Pasal 10 ayat (1) dan (2) serta Keputusan Presiden RI
Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan
Pegawai Negeri Sipil Pasal 9 bahwa yang berhak
mendapatkan pensiun, tabungan hari tua dan uang
pengembalian Taperum adalah peserta atau janda/duda dari
peserta, atau yatim piatu (anak) dari peserta, atau orang tua
dari peserta yang tewas yang tidak meninggalkan
janda/duda/anak yatim piatu yang berhak menerima
pensiun. Kemudian, Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11
Tahun 1992 tentang Dana Pensiun menyebutkan, bahwa
kekayaan dana pensiun berasal dari iuran peserta, pemberi
kerja, hasil investasi dan pengalihan dari dana pensiun lain.
Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
menyebutkan, bahwa peserta wajib membayar iuran setiap
bulan sebesar 8% (delapan persen) dengan rincian 43/4%
(empat tiga-perempat persen ) untuk pensiun dan 31/4% (tiga

satu-perempat persen ) untuk tabungan hari tua dari
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penghasilan sebulan. Uang yang didapatkan PNS terkait
dengan pensiun untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua
adalah berasal dari akumulasi beberapa sumber yang
dikelola. Atau dengan kata lain, sumber dana pensiun berasal
dari iuran peserta, dan ditambah juga dari hasil
pengembangannya.

Dengan demikian dapat dipahami, menurut peraturan
perundang-undangan, sesuai kategori HP PNS berupa
jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian uang
taperum adalah merupakan HP dari almarhum PNS (jika ia
meninggal) adalah hak ahli waris tertentu yang ditentukan
secara hierarki, khusus untuk suami/istri atau yang lainnya
yang ditentukan secara berurutan. Aturan secara hieraki yang
mengkhususkan janda atau duda dari pewaris PNS muslim
prioritas pertama untuk berhak mendapatkan harta warisan.
Ini menunjukan bahwa aturan tentang HP PNS muslim
menganggap sebagai harta hadiah atau hibah pemerintah. Hal
tersebut sesuai dengan sifat pokok UU Nomor 11 Tahun 1969
tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
yang terdapat pada Pasal 1 bahwa “pensiun-pegawai dan
pensiun-janda/duda diberikan sebagai jaminan hari tua dan
sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama
bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintah”.

Peraturan Pemerintah tersebut dirumuskan tanpa

berorientasi kepada pertimbangan fikih, namun hendak
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diterapkan pada Pengadilan Agama sebagai tempat
menerapkan hukum fikih. Oleh sebab itu, untuk menemukan
bentuk pemberian itu ditinjau dari segi fikih, perlu bekerja
untuk mencari pendanaannya dalam berbagai macam sebab
pemilikan dalam kajian fikih. Diantara sebab pemilikan dalam
fikih adalah hibah, wasiat dan waris.

Secara teleologis, makna aturan yang terkait dengan
kewarisan adalah dengan tujuan agar pewaris tidak
meninggalkan ahli waris dalam keadaan lemah ekonomi. Oleh
karena itu hukum waris Islam secara rinci menentukan siapa-
siapa saja yang berhak menjadi waris disertai dengan
ketentuan pembagiannya. Dengan demikian, peraturan
perundang-undangan yang menentukan secara prioritas
kepada janda/duda tidak sesuai dengan semangat tujuan
hukum waris itu sendiri yaitu dalam rangka terjaganya
kemanfaatan kekayaan keluarga yang harus diberikan kepada
sebanyak mungkin anggota keluarga.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun Pasal 21 menyatakan, bahwa “Peserta yang
memenuhi persyaratan berhak atas Manfaat Pensiun Normal,
atau Manfaat Pensiun Cacat, atau Manfaat Pensiun
Dipercepat, atau Pensiun Ditunda, yang besarnya dihitung
berdasarkan rumus yang ditetapkan dalam peraturan dana

pensiun”. Pasal 42 ayat (2) menegaskan lagi, bahwa Peserta
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“berhak atas iurannya, termasuk di dalamnya iuran pemberi
kerja atas nama peserta, apabila ada, ditambah dengan hasil
pengembangannya, terhitung sejak tanggal kepesertaannya
yang dibukukan atas nama peserta pada Dana Pensiun
Lembaga Keuangan”. Terkait dengan hak atas pensiun
janda/duda PNS, Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969
tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai,
Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa “Apabila Pegawai Negeri
atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri
(istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya
untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah
terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima
pensiun janda atau pensiun duda”. Pasal 1 ayat (1) Peraturan
Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial
Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai
Negeri Sipil menyebutkan “yang dimaksud dengan Asuransi
Sosial adalah Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang
terdiri atas program pensiun dan program tabungan hari
tua”.

Dengan membaca bunyi peraturan perundang-
undangan tersebut jelas HP PNS muslim adalah termasuk
dana asuransi. Dana asuransi tidak dapat dikategorikan

kepada hadiah atau hibah dalam fikih. Dalam peraturan
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ditegaskan bahwa dana asuransi tersebut merupakan hak
sebagai ganti kerugian pertanggungan. Ganti rugi jelas
berbeda dengan hadiah atau hibah. Pada hadiah atau hibah
tidak ada yang dirugikan, sehingga bukan merupakan ganti
dari sesuatu. Pada dasarnya sesuatu yang akan dihadiahkan
atau dihibahkan bukan merupakan hak dari tempat
berhadiah. Oleh karena itu, jika pihak yang akan memberikan
hadiah atau hibah membatalkan niatnya untuk berhadiah,
pihak yang akan diberi hadiah atau hibah tidak berhak
menuntutnya. Pasal 11 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun
1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
menegaskan, bahwa “Harta benda yang dihibahkan harus
merupakan hak dari penghibah”. Helmi Karim mensyaratkan
“pemberi hibah itu mestilah sebagai pemilik sempurna atas
sesuatu benda yang dihibahkan”. (Helmi Karim:1997) Salah
satu ciri mendasar dari suatu hak, bilamana hak itu tidak
dipenuhi, maka yang punya hak berhak menuntut pihak yang
memegang haknya itu untuk menyerahkannya.

Man Suparman Sastrawidjaja menjelaskan, bahwa
“kewajiban dari penanggung adalah memberikan ganti
kerugian atau memberikan sejumlah uang kepada
tertanggung apabila peristiwa yang diperjanjikan terjadi”.
(Man Suparman Sastrawidjaja:2003) Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang (KUHD) pada Pasal 260 dan 281 menegaskan
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bahwa “kewajiban penanggung diantaranya menandatangi
dan menyerahkan polis kepada tertanggung, dan memberikan
premi kepada tertanggung jika asuransi batal atau gugur”.
Dengan demikian dapat dimengerti bahwa dana asuransi,
bilamana pihak perusahaan enggan membayarnya, maka
pihak tertanggung berhak menuntut. Itu tandanya, dana
asuransi bukan semata-mata hadiah atau hibah dalam arti
yang sesungguhnya. Dana asuransi itu sebuah kewajiban yang
harus dibayar oleh pihak perusahaan kepada pihak
tertanggung. Atau dengan kata lain, dana asuransi itu harus
dibayarkan disebabkan korbannya tertanggung, oleh karena
itu dana itu menjadi hak dari pihak tertanggung, bukan
semata-mata hadiah atau hibah dari pihak perusahaan.

Kalau tidak bisa dikategorikan sebagai hadiah atau
hibah, maka bisakah dikategorikan sebagai wasiat. Sayyid
Sabiq mendefinisikan wasiat adalah “pemberian seseorang
kepada orang lain baik berupa benda, barang, piutang,
ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat
sesudah orang yang berwasiat mati” (Sayyid Sabiq:1987).
Realisasinya setelah pihak washi (yang berwasiat) meninggal
dunia, dan hak milik yang dipindahkan itu baik berupa benda
atau manfaat. Syarat-syarat wasiat dapat ditinjau dari
berbagai aspek. Ada yang merupakan syarat-syarat dari pihak
yang berwasiat, ada syarat-syarat yang berhubungan dengan

benda yang diwasiatkan, syarat-syarat pelaksanaan wasiat,
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dan ada pula syarat-syarat yang berhubungan dengan orang
sebagai pihak yang menerima wasiat. Diantara syarat-syarat
yang berhubungan dengan pihak yang menerima wasiat,
Abdullah Berahim menegaskankan bahwa “penerima wasiat
disyaratkan bukan ahli waris”. Sebab kalau dibenarkan
berwasiat kepada salah satu ahli waris tanpa izin ahli waris
yang lain, maka akan membuka pintu ketidakadilan.
Pandangan ini dianut dalam KHI Pasal 195 ayat (3), yaitu
“Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua
ahli waris”. Syarat wasiat di samping adanya izin ahli waris
lainnya (bagi yang berwasiat kepada salah seorang ahli waris
yang lainnya.), juga dibatasi maksimal 1/3 harta peninggalan.
Ayat (2) menyebutkan bahwa “Wasiat hanya diperbolehkan
sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali
apabila semua ahli waris menyetujui”.

Mencermati isi dari peraturan pemerintah tentang dana
asuransi, dari segi pelaksanaannya mungkin dapat
dikategorikan kepada praktik wasiat dengan syarat isi
peraturan pemerintah tersebut diketahui lebih dahulu dan
mendapat persetujuan baik secara tegas atau dengan cara
tidak pernah membantahnya dari pihak ahli waris almarhum
PNS. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka seolah-olah
almarhum PNS  tersebut berkata bahwa jika terjadi

kecelakaan sehingga mengakibatkan dirinya meninggal dunia,
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maka uang ganti ruginya diserahkan kepada istri/suami.
Namun, sepanjang berpedoman kepada pendapat mayoritas
ulama, dalam kasus ini ada sebuah persyaratan yang tidak
terpenuhi, yaitu adanya izin dari pihak ahli waris lainnya,
seperti anak dan ayah/ibu kandungnya. Dengan demikian,
tidak dibenarkan menempatkan HP PNS muslim sebagai
wasiat, sebab tidak terpenuhinya persyaratan hukum wasiat,
yaitu pertama tanpa izin dari para ahli waris lainnya, dan
kedua jumlah dana asuransi itu melebihi kadar sepertiga dari
keselurahan harta pihak yang meninggal, maka hal itu
dianggap tidak sah.

Harta peninggalan (tirkah) yang dikenal para ahli fikih
(fuqgaha) mengandung makna yang sama dengan redaksi
berbeda, diantaranya adalah:

a. Menurut M Ali ash Shabuni, bahwa HP adalah “segala
sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta
(uang) atau lainnya”

b. Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha, memberikan
pengertian tirkah adalah Harta Pusaka adalah apa saja
yang ditinggalkan oleh mayit, baik dalam bentuk harta
maupun ha (Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-
Dimyathi:1999)

c. Menurut Syihabuddin Qulyubi, HP atau yang dikenal
dengan tirkah adalah yang ditinggalkan mayit

walaupun dengan sesuatu sebab atau bukan berupa
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harta seperti suatu keahlian, ataupun dalam bentuk
khamar yang menjadi cuka setelah kematiannya, atau
denda menuduh zina atau buruan yang masuk dalam
jaring yang telah dipasang setelah kematiannya.
(Syihabuddin Qulyubi dan Syaikh Amiroh:2000)
Sayid Sabiq menyatakan, tirkah adalah “segala sesuatu
yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang)
atau lainnya”.
Amin Husein Nasution menyatakan, “tirkah adalah
semua harta peninggalan orang yang mati baik
bersifat kebendaan atau hak”. (Amin Husein
Nasution:2012) Termasuk dalam kategori warisan
adalah harta atau hak yang mungkin dapat diwarisi,
seperti hak gishash atau perdata, hak menahan barang
yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak
menahan barang gadaian. (Sayid Sabiq:2011)
Syamsul Bahri Salihima menjelaskan, bahwa tirkah
adalah harta benda yang ditinggalkan oleh orang yang
meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk
diwarisi oleh para ahli waris. Hal ini mencakup:

1) Kebendaan dan sifat yang mempunyai nilai

kebendaan
2) Hak-hak kebendaan
3) Hak-hak bukan kebendaan
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4) Benda-benda yang bersangkutan dengan orang
lain

Wujud dari HP dibagi atas harta benda berwujud dan
harta tidak berwujud. Harta benda berwujud dapat
berupa tanah, rumah, hewan, perabot, rumah tangga,
perhiasan, kendaraan dan lain sebagainya. HP yang
tidak berwujud adalah benda peninggalan seseorang
yang meninggal dunia berupa benda tidak berwujud
yang dapat dibagi atas gelar, Hak Kekayaan Intelektual
(HAKI), utang-piutang, dan lain orang lain sebagainya
(Syamsulbari Salihima:2015)

Berdasarkan definisi yang telah dipaparkan oleh
beberapa para ahli hukum Islam tersebut, dapat ditarik
pemahaman bahwa makna harta tirkah (harta waris) pada
prinsipnya adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh
pewaris baik berbentuk harta/benda maupun hak yang
bersifat kebendaan dinyatakan sebagai harta peninggalan.

Peraturan perundang-undangan telah menetapkan,
bahwa HP PNS berupa jaminan pensiun (gaji bulanan),
jaminan hari tua (Taspen), dan pengembalian uang taperum
adalah merupakan hak keluarga/ahli waris PNS yang
disebabkan berstatus PNS dan didapatkan setelah
meninggalnya. Uang asuransi sosial yang didapatkan PNS
berdasarkan Pasal 2, 6 dan 9 Peraturan Pemerintah RI Nomor

25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial PNS jo. Peraturan
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Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial PNS, dimana pihak tertanggung dalam hal ini
PNS sebagai peserta memenuhi kewajibannya sesuai
ketentuan dari PT. Taspen atau badan penyelenggara jaminan
sosial dan pihak PT. Taspen atau BPJS akan membayar
sejumlah uang tertentu kepada PNS atau ahli warisnya yang
telah terdaftar pada kantor urusan kepegawaian.

Dari definisi tirkah oleh para fugqaha (ulama hukum
Islam) tersebut yang kemudian dianalogkan pada HP PNS
muslim berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan
pengembalian uang taperum, ada kesamaan, yaitu: hak-hak
yang sama memiliki sifat kebendaan dan diperoleh sebagai
akibat usaha pewaris (PNS), maka HP PNS termasuk harta
peninggalan (tirkah). Hal ini sesuai dengan hadis Nabi:

035 3 80 S (b Gtasally (a3 G alla 43 Tl o 5l 08
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Nabi Muahmmad SAW bersabda “akulah orang yg paling
berhak atas diri seorang mukmin dari diri mereka sendiri,
maka siapa saja di antara kalian mati meninggalkan hutang
atau anak yg butuh santunan maka undanglah aku, karena

aku adalah walinya. Dan siapa saja di antara kalian yg mati
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meninggalkan harta benda, hendaknya ia membagikan

hartanya kepada ahli warisnya yg masih ada”.

Setelah menganalogkan HP PNS muslim dengan definisi
tirkah yang dikemukakan ulama fikih, selanjutnya dalam
menganalisis status HP PNS muslim ini akan digunakan teori
giyas. Menurut Rachmat Syafe’i, “Qiyas adalah suatu proses
penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak
disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang
disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illat-
nya.” Definisi lain menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam buku
Chairul Uman, “Qiyas adalah menyatukan sesuatu yang tidak
disebutkan hukumnya dalam nash dengan sesuatu yang
disebutkan hukumnya oleh nash disebabkan kesatuan illat
hukum antara keduanya”. (Chaerul Uman:1998) Berdasarkan
beberapa defenisi ulama ushul fikih menetapkan, bahwa giyas
sebagai hujjah hukum harus memenuhi rukun, yaitu ashal
(pokok), far’ (cabang), hukum ashl dan illat (sebab).

Dilihat dari rukun giyas, maka HP PNS muslim dapat
diberlakukan teori giyas. Dalam arti kata, HP PNS muslim
dapat digiyaskan kepada harta diyat karena memenuhi rukun
qlyas sebagaimana berikut ini:

Pertama ashl (pokok). Salah satu rukun giyas adalah
ashl (pokok). Romli menyatakan bahwa makna ashl (pokok)

adalah “masalah atau peristiwa yang telah ditetapkan
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hukumnya dalam Alquran ataupun Hadis. Ashl (pokok)
disebut pula dengan magqis ‘alaih (tempat meng-qiyas-kan)
dan mahmul alaih (tempat membandingkan), atau musyabbah
bih (tempat menyerupakan) yang padanya terdapat hukum
untuk disamakan dengan tempat yang lain”.

Dalam proses pelaksanaan giyas HP PNS muslim dengan
diyat, diyat dijadikan sebagai ashl (pokok), tempat
mengqgiyaskan atau membandingkan HP PNS muslim.
Menganalogkan HP PNS muslim berupa jaminan pensiun (gaji
pensiun bulanan janda/duda), jaminan hari tua (uang
taspen), dan pengembalian uang taperum dengan harta diyat
yang harus dibayar oleh pihak pembunuh kepada ahli waris
terbunuh sebagai harta peninggalan (tirkah). Menggiyaskan
sejenis dana asuransi sosial ini kepada ashl (pokok) yakni
dana diyat didasarkan pada riwayat bahwa Umar bin Khattab
pernah berpendapat istri tidak mendapatkan waris dari diyat
suaminya, karena menurutnya diyat itu hanya untuk
keluarganya. Pendapat itu didengar oleh Dhahhak bin Sufyan
al-Kilabi, lalu Dhahhak mengirim surat kepada khalifah Umar
bin Khattab yang isinya bahwa Nabi SAW bersabda dalam
hadis sebagaimana berikut ini:

- o AZal Y G g adle e i Ok
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“Bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim surat kepada
Adh-Dhahhak bin Sufyan agar dia memberikan warisan
kepada istrinya Asy-yam Adh-Dhibabi RA dari diyat

suaminya”.

Satria Effendi memberikan komentar, bahwa “setelah
membaca surat tersebut, Umar bin Khattab menarik
pendapatnya, seraya berkata: Seandainya kami tidak
mendengar ini, niscaya kami akan memutuskan hukum
dengan putusan yang berbeda”. (Satria Effendi M. Zein:2010)
Dalam hadis yang lain melalui riwayat Ibnu Majah, Nabi

Muahmmad SAW bersabda:
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Telah menceritakan kepada kami Abdu Rabbih bin
Khalid An Numairi, telah menceritakan kepada kami
Fudhail bin Sulaiman, telah menceritakan kepada kami
Musa bin Ugbah dari Ishaq bin Yahya bin Al Walid dari
Ubadah bin As Shamit, ia berkata; “Sesungguhnya Nabi
shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan hukum bagi

Hamal bin Malik Al Hudzali Al Lihyani dengan memberikan
117



Karakteristik Harta PNS Muslim di Indonesia

warisan kepadanya dari isterinya yang telah dibunuh oleh

isterinya yang lain."

Kedua, Hukum Ashl. Hukum ashl adalah “hukum
ketetapan nash, baik Alquran maupun hadis, atau hukum
ketetapan ijma”. Hukum Ashl yaitu hukum yang ada pada ashl
berdasar pada legitimasi nash. Dengan demikian, terkait
dengan HP PNS muslim di sini, hukum ashl yakni hukum yang
dapat dipetik dari hadis tentang diyat tersebut menunjukan
bahwa diyat adalah harta tirkah (harta waris) dengan hak-
hak yang didapat bagi ahli waris.

Ketiga, Illat. Menurut bahasa, “illat diartikan sebagai
hujah atau alasan”.(Atabik Ali & A. Zuhdi Muhdlor:1996)
Sedang secara terminologis, “illat adalah sifat yang menjadi
landasan hukum ashl”. (Beni Ahmad Saebani:2007) Illat
haruslah berupa sifat yang jelas dan dapat dibatasi. Karena
konsekuensi dari illat adalah penetapan hukum, oleh
karenanya ia harus jelas dan dapat dimengerti dan
diketahui batasan-batasannya. Terkadang illat juga disebut
sebagai sebab. (Al Ghazali:1971) Illat adalah sesuatu sifat
yang melekat pada ashl, suatu sifat lahir yang menetapkan
dan sesuai dengan hukum. Harta diyat adalah harta sejumlah
barang atau uang yang diberikan kepada ahli waris atau
keluarga korban sebagai denda atau tebusan pengganti dari
diberlakukannya hukum gishosh yang telah dimaafkan oleh
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keluarga korban. Dengan demikian, dana diyat merupakan
harta yang wajib diberikan karena suatu tindak pidana
kepada korban kejahatan atau walinya. Merujuk kepada
definisi diyat oleh ulama ushul fikih yang dikaitkan dengan
hadis tentang diyat, maka Illat hukum ashl diyat sebagai harta
tirkah adalah harta yang baru didapatkan setelah wafatnya
seseorang sebagai hasil dari suatu sebab yang dilakukannya
di masa hidupnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat
Satria Effendi, salah satu kriteria tirkah adalah “harta yang
didapat setelah wafat sebagai denda atas tindakan
penganiayaan terhadap dirinya. Harta yang didapat setelah
wafatnya sebagai hasil dari suatu sebab yang menurut
sifatnya akan mendatangkan laba, yang dilakukannya semasa
dia hidupnya”.

Keempat Far’. Far’ yang berarti cabang, yaitu suatu
peristiwa yang belum ditetapkan hukumnya karena tidak ada
nash yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Far’ disebut juga
magqis (yang diukur) atau musyabbah (yang diserupakan) atau
mahmul (yang dibandingkan). Dalam hal ini yang dijadikan
Far’ (cabang) dalam artian yang diukur, dibandingkan dan
atau yang digiyaskan dengan hukum ashl yakni diyat adalah
HP PNS muslim di Indonesia. Far' (cabang) adalah objek yang
akan ditentukan hukumnya, yang tidak ada nash atau ijma’

yang tegas dalam menentukan hukumnya. Menurut Rachmat

119



Karakteristik Harta PNS Muslim di Indonesia

Syafe’i syarat Far’ (cabang) adalah “peristiwa yang tidak ada
nash-nya”. Dalam nash baik Alquran, Hadis ataupun dalam
[jma, tidak ada menyebutkan tentang HP PNS muslim. Di
samping tidak ada ketentuan nash, far’ (cabang) harus
memiliki ‘Illat far’ sama dengan ‘illat yang ada pada ashl
(pokok), baik pada =zatnya maupun pada jenisnya.
Sebagaimana dinyatakan Abu Zahrah bahwa “illat hukum itu
benar-benar terwujud dalam kasus baru, sama jelasnya
dengan ‘illat hukum asal”. Diyat sebagai ashl (pokok) dan HP
PNS muslim sebagai far’ (cabang) mengandung illat yang
sama (causa legis), yaitu adanya harta peninggalan berupa
hak-hak bersifat harta yang didapatkan akibat hasil suatu
sebab yang dilakukan pewaris saat hidup dan munculnya
setelah meninggal dunia. Justru itulah, HP PNS muslim adalah
laiak dijadikan sebagai far’ (cabang) dari ashl yakni diyat.

lllat pada diyat adalah akibat dibunuhnya pewaris.
Harta diyat diperoleh oleh keluarga atau para ahli waris
karena  terjadinya  pembunuhan terhadap korban
sebagaimana yang dinyatakan Syaikh Shaleh Fauzan, bahwa
makna “diyat secara terminologi syariat adalah harta yang
wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat kepada
korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan jinayat
yang dilakukan oleh si pelaku kepada korban”. (Syaikh Shaleh
bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan:2012)
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Menurut peraturan perundang-undangan, HP PNS
muslim diperoleh akibat berstatus PNS aktif (ketika masih
hidup). Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai Pasal 16
ayat (1) menyebutkan “Apabila Pegawai Negeri atau
penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-
istri)-nya untuk pegawai Negeri pria atau suaminya untuk
Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar
pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-
janda atau pensiun-duda”. Lebih rinci lagi Peraturan
Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial PNS, Pasal 10 menyebutkan:

(1) Yang berhak mendapat pensiun sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:
a. peserta; atau
b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima
pensiun; atau
c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima
pensiun; atau
d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak
meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang

berhak menerima pensiun.
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(2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2)
ialah:

a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan
hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun;

b. isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah
dalam hal peserta meninggal dunia.

(3) Kepada peserta yang berhenti tanpa hak pensiun, baik
yang berhenti dengan hormat maupun tidak dengan
hormat, dibayarkan kembali nilai tunai iuran asuransi
sosialnya.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, HP PNS muslim
berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian
uang tabungan perumahan PNS adalah jenis harta yang
didapatkan PNS setelah PNS telah memenuhi kewajibannya
sesuai ketentuan dari PT. Taspen atau BP]JS. Selanjutnya, PT
Taspen atau BPJS akan membayar sejumlah uang tertentu
kepada ahli waris PNS ketika terjadi suatu peristiwa atau
musibah yang dalam hal ini berakibat kematian. Kesediaan
pihak PNS untuk memenuhi ketentuan pihak PT Taspen
adalah sebagai sebab yang dilakukannya di masa ia masih
hidup, yang ternyata mendatangkan hasil setelah ia
meninggal, yakni berupa HP PNS muslim. Dengan demikian

harta peninggalan terkait PNS adalah segala yang bernilai
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harta atau hak yang dapat dinilai dengan harta dan berada
dalam milik PNS muslim waktu hidupnya, dan harta yang
didapat setelah meninggal sebagai hasil dari suatu sebab PNS
yang dilakukan di masa hidupnya.

Dengan memperhatikan uraian di atas dapat dipahami,
harta diyat sebagai ashl (pokok) dan HP PNS muslim sebagai
far’ (cabang) mengandung illat yang sama, sama-sama harta
peninggalan berupa hak bersifat kebendaan sebagai usaha
atau akibat pewaris ketika masih hidup dan didapatkan oleh
ahli waris setelah meninggalnya. Diyat diperoleh akibat
terbunuhnya pewaris dan didapatkan oleh ahli waris setelah
meninggalnya. Demikian juga halnya dengan HP PNS muslim
berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan pengembalian
uang taperum adalah akibat pewaris berstatus PNS sebagai
hasil yang dilakukannya semasa hidup dan didapatkan ahli
waris saat atau setelah meninggalnya PNS. Setelah proses
pelaksanaan giyas, ditemukanlah hukum far’ (cabang).
Hukum far’ (cabang) merupakan buah hasil (samrah) dari
proses pelaksanaan gqiyas. Dengan metode giyas maka
ditemukan hukum bahwa HP PNS muslim di Indonesia
berupa jaminan pensiun (gaji bulanan), jaminan hari tua
(Taspen), dan pengembalian uang tabungan perumahan PNS
adalah memiliki hukum yang sama dengan harta diyat yakni

termasuk harta tirkah atau harta waris.
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BAB 5

ANALISIS KARAKTERISTIK HARTA
PENINGGALAN PNS MUSLIM INDONESIA

A. Karakteristik Harta Peninggalan PNS Muslim

Seorang yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil,
manakala meninggal dunia, ia akan meninggalkan sejumlah
harta yang akan diwarisi oleh para ahli warisnya. Harta
peninggalan atau disingkat HP, dapat berupa harta
peninggalan umum atau disingkat HPU maupun harta
peninggalan khusus Pegawai Negeri Sipil, disingkat HPK PNS.
Dalam konteks wujud harta, baik HPK maupun HPU antara
PNS muslim dan PNS non muslim tidak ada perbedaannya.
Artinya baik PNS muslim maupun PNS non muslim memiliki
peluang yang sama untuk mewujudkan dua jenis HP tersebut.
Namun yang membedakan adalah ketika HP itu dibagi kepada
ahli warisnya. HPU PNS muslim adalah semua harta yang
wujudnya sudah ada (dikuasai) dikala PNS muslim tersebut
masih hidup seperti rumah, tanah, kendaraan dan jenis harta
lainnya yang ia miliki. Adapun HPK PNS muslim adalah harta

yang wujudnya ada (sudah muncul) setelah PNS muslim
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tersebut meninggal dan harta tersebut akibat ia berstatus
PNS, baik yang berasal dari iuran wajib PNS sebagai premi
asuransi sosial yang dipotong setiap bulan dari gaji PNS
muslim dan pengembangannya maupun dari
penghargaan/santunan pemerintah sebagai balas jasa atas
pengabdiannya pada negara.

HP PNS Muslim di Indonesia memiliki karakteristik
tersendiri sehingga membedakan dengan hukum yang lain.
Berdasarkan Pasal 16 dan 18, ayat (1) dan (2) Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai, Pasal 22
dan 23 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun, Pasal 21 (c) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara,
Pasal 77 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Tabungan Perumahan Rakyat sebagai pembaharuan aturan
pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri
Sipil, Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980
tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Bagi
Pensiun Janda/Duna Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10 ayat (1)
dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil yang kemudian

diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013
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tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil, dan
Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Pegawai ASN, PNS muslim manakala meninggal dunia,
maka  ahli  warisnya dalam  hal ini adalah
janda/duda/anak/orang tua berhak atas HP PNS yaitu harta
peninggalan berupa jaminan pensiun, jaminan hari tua,
pengembalian uang taperum PNS, gaji terusan dan jaminan
kematian berupa santunan kematian terdiri atas santunan
sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan bantuan
beasiswa.

Seorang PNS muslim yang berstatus PNS, ketika
meninggal dunia, akan meninggalkan HPK yang merupakan
hak bagi ahli warisnya. Hak ahli waris atas HPK berupa
pembayaran jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan
kematian diberikan/diperoleh dan dihentikan atas dasar
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatul Sipil Negara Pasal 21 (c) “PNS berhak memperoleh
jaminan pensiun dan jaminan hari tua”. Demikian juga lebih
khusus, Pasal 91 (1) menegaskan, bahwa “PNS yang berhenti
bekerja berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua

PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan”. Karenanya dalam Pasal 92 (1) Pemerintah wajib
memberikan perlindungan berupa;

a. jaminan kesehatan;

b. jaminan kecelakaan kerja;

c. jaminan kematian; dan

d. bantuan hukum.

Peraturan perundang-undangan menetapkan, akibat
berstatus PNS, ketika PNS meninggal dunia, para istri/suami
dan atau anak PNS akan mendapatkan hak dan penghargaan
berupa HP PNS. HP PNS ada yang berwujud gaji bulanan dan
ada pula berwujud uang langsung sekaligus. HP PNS yang
berwujud gaji bulanan terdiri dua jenis: pertama berupa
jaminan pensiun janda/duda dan yang kedua berupa gaji
terusan. Adapun, HP yang berwujud uang sekaligus terdiri
tiga jenis: pertama, jaminan hari tua, kedua tabungan
perumahan PNS dan ketiga santunan kematian berupa
santunan sekaligus, uang duka, biaya pemakaman, dan
bantuan beasiswa.

Pertama, HP PNS yang berwujud gaji bulanan berupa
jaminan pensiun adalah pemberian uang atau gaji yang
diberikan secara berkala setiap bulan kepada janda/duda
atau anak seorang PNS. Menurut Pasal 1 ayat 4 Peraturan
Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial

Pegawai Negeri Sipil, “pensiun adalah penghasilan yang
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diterima oleh penerima pensiun setiap bulan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal
1 ayat (1) “Jaminan Pensiun adalah jaminan sosial yang
bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang
layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan
memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia
pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia”.
Dengan demikian, jaminan pensiun adalah hak peserta (PNS)
dan ahli warisnya. UU RI Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 16
ayat (1) menyebutkan bahwa “Apabila Pegawai Negeri atau
penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-
istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk
Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah terdaftar
pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun-
janda atau pensiun-duda”. Kemudian, PP RI Nomor 25 Tahun
1981 Pasal 10 ayat (1) menegaskan, bahwa “Yang berhak
mendapat pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
huruf a dan Pasal 9 ayat (1) ialah:
a. peserta; atau
b. janda/duda dari peserta, dan janda/duda dari penerima
pensiun; atau
c. yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu dari penerima
pensiun; atau
d. orang tua dari peserta yang tewas yang tidak

meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu yang
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berhak menerima pensiun.

Kedua, HP PNS berwujud gaji bulanan adalah berupa
tunjangan tambahan penghasilan atau disebut juga dengan
gaji terusan. Gaji terusan diberikan ketika PNS meninggal
dunia dan meninggalkan suami/istri (duda/janda), maka
duda/janda PNS yang meninggal dunia berhak mendapatkan
gaji terusan selama 4 bulan berturut-turut sebesar
penghasilan terakhir sebelum PNS meninggal. Hal tersebut
telah diatur pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun
1980 tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan
Bagi Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, disebutkan
pada Pasal 1:

(1) Kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang
meninggal dunia, diberikan Tunjangan Tambahan
Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda
yang akan diterimanya menurut peraturan yang
berlaku dengan penghasilan terakhir
almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku
juga bagi janda/duda Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang
meninggal dunia.

(3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan

ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan dan berlaku
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mulai bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri
Sipil/Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

HP PNS muslim yang berwujud uang sekaligus terdiri
tiga jenis harta peninggalan, yakni: pertama jaminan hari tua,
kedua tabungan perumahan PNS dan ketiga santunan
kematian. Pertama, Jaminan hari tua atau disebut juga dengan
istilah Taspen adalah pemberian uang sekaligus kepada
janda/duda atau anak atau orang tua dan atau ahli waris
Pegawai Negeri Sipil. HP PNS merupakan kumpulan iuran
wajib PNS dikelola PT Taspen atau badan penyelenggara
jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial sebagai dana
pensiun dan jaminan hari tua. UU RI Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional Pasal 35
menyebutkan:

(1) Jaminan hari tua diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib.
(2) Jaminan hari tua diselenggarakan dengan tujuan untuk
menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila
memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau

meninggal dunia.

Program tabungan hari tua atau asuransi hari tua
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat 5 PP RI Nomor
25 Tahun 1981, bahwa “tabungan hari tua adalah suatu
program asuransi yang terdiri dari asuransi dwiguna yang

dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan asuransi
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kematian”. Menurut PP tersebut pada Pasal 10 ayat (2),
bahwa “yang berhak mendapat tabungan hari tua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9
ayat (2) ialah:

a. peserta dalam hal yang bersangkutan berhenti dengan

hak pensiun atau berhenti sebelum saat pensiun

b. istri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam

hal peserta meninggal dunia.

Kedua, HP PNS muslim yang berwujud uang sekaligus
adalah berupa tabungan perumahan PNS. Taperum PNS yang
sekarang disebut dengan istilah Tabungan Perumahan Rakyat
yang selanjutnya disingkat Tapera adalah penyimpanan yang
dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu
tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan
perumahan  dan/atau  dikembalikan  berikut  hasil
pemupukannya setelah kepesertaan berakhir dalam rangka
memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi
Peserta. Berdasarkan Pasal 1 Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil, bahwa untuk membiayai
usaha-usaha peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil
dalam bidang perumahan, setiap PNS baik pusat maupun
daerah diwajibkan melakukan Tabungan Perumahan yang

dipotong dari gaji masing-masing Pegawai Negeri Sipil. Pasal
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3 menetapkan, bahwa besaran pemotongan gaji PNS secara
bervariasi, yakni untuk PNS golongan I sebesar Rp3.000,00,
PNS golongan Il sebesar Rp5.000,00, PNS golongan III sebesar
Rp7.000,00 dan PNS golongan IV sebesar Rp10.000,00.
Kemudian, Pasal 9 menyebutkan “bagi Pegawai Negeri Sipil
yang belum atau tidak menerima fasilitas bantuan uang muka
pembelian rumah atau bantuan sebagian biaya membangun
rumah, apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil baik karena pensiun
atau meninggal dunia atau sebab-sebab lainnya, yang
bersangkutan atau ahli warisnya berhak menerima kembali
pokok tabungannya, tanpa bunga”. Sesuai dengan UU Nomor
4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pasal 77
ayat (4) menyatakan bahwa “Hasil pemupukan Tabungan
Perumahan Pegawai Negeri Sipil milik pegawai negeri sipil
yang telah berhenti bekerja karena pensiun atau meninggal
dunia dikembalikan kepada pegawai negeri sipil peserta
Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil yang telah
berhenti bekerja karena pensiun atau ahli warisnya”.

Ketiga, jaminan kematian. Jaminan kematian salah satu
jenis HP PNS muslim yang berwujud uang langsung sekaligus.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 92 ayat (1) huruf c
menyebutkan bahwa PNS mendapatkan berbagai macam

perlindungan, salah satunya adalah jaminan kematian.
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Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pasal 23:
(1) Manfaat JKM diberikan bagi Peserta yang wafat.
(2) Manfaat JKM berupa santunan kematian yang terdiri atas:

a. santunan sekaligus;

b. uang duka wafat;

c. biaya pemakaman; dan

d. bantuan beasiswa.
(3) Santunan kematian diberikan kepada ahli waris dari
Peserta yang wafat.
Jaminan kematian adalah hak ahli waris
(duda/janda/anak/orang tua) berupa uang duka, santunan
sekaligus, biaya pemakaman, serta bantuan beasiswa yang
dibayarkan langsung sekaligus atau 1 (satu) kali setelah PNS
meninggal dunia.

Jaminan pensiun, jaminan hari tua dan jaminan
kematian di samping merupakan hak PNS juga bersifat
sebagai penghargaan atau balas jasa. Menurut peraturan
perundang-undangan, HP PNS muslim berupa uang pensiun
janda/duda dan jaminan hari tua adalah sebagai balas jasa
terhadap PNS yang telah bertahun-tahun mengabdikan
dirinya kepada negara. UU Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 1

tentang sifat pensiun menegaskan, “Pensiun-pegawai dan
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pensiun-janda/duda menurut undang-undang ini diberikan
sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-
jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam
dinas Pemerintah”. Demikian juga, UU RI Nomor 5 Tahun
2014 Pasal 91 ayat (3) menyebutkan, bahwa “Jaminan
pensiun PNS dan jaminan hari tua PNS diberikan sebagai
perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai
hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS”.

Harta peninggalan PNS berupa Gaji bulanan dan uang
langsung sekaligus dalam bentuk jaminan pensiun, jaminan
hari tua dan jaminan Kkematian tersebut muncul atau
didapatkan pada waktu tertentu setelah PNS muslim
meninggal dunia. Secara tegas UU RI Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 91 (2) menyatakan, “PNS
diberikan jaminan pensiun apabila:

a. meninggal dunia;

b. atas permintaan sendiri dengan usia dan masa kerja
tertentu”.
PP RI Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 10 (2) menetapkan bahwa
“Yang berhak mendapat tabungan hari tua sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan Pasal 9 ayat (2) ialah
isteri/suami, anak atau ahli waris peserta yang sah dalam hal
peserta meninggal dunia”. Kemudian, menurut PP RI Nomor
70 Tahun 2015 Pasal 23 (1), bahwa “ Manfaat JKM diberikan

bagi Peserta yang wafat”.
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Hak PNS dan sifat kepemilikan atas HP PNS tersebut
tidak bersifat permanen dalam kepemilikannya, hanya
bersifat sementara. harta peninggalan sepertinya hak negara
yang sewaktu waktu bisa dicabut atau hilang dari
kepemilikan seseorang PNS dan Ahli waris PNS, istri/suami
atau anak yang berhak menerima. Penerima HP PNS adalah
yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ahli waris yang berhak menerima HP PNS adalah mereka
(janda/duda dan anak) yang sebelumnya telah terdaftar pada
kantor Urusan Pegawai. UU RI Nomor 11 Tahun 1969 Pasal
16 ayat (1) menyebutkan, bahwa “Apabila Pegawai Negeri
atau penerima pensiun-pegawai meninggal dunia, maka istri
(istri-istri)-nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya
untuk Pegawai Negeri Wanita, yang sebelumnya telah
terdaftar pada kantor Urusan Pegawai, berhak menerima
pensiun-janda atau pensiun-duda”. Di samping terdaftar, juga
orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut
dalam hal ini adalah anak diharuskan belum kawin, tidak
mempunyai penghasilan sendiri dan atau batas maksimal usia
anak 25 tahun. Pasal 18 UU RI Nomor 11 Tahun 1969
menegaskan:

(1) Apabila Pegawai Negeri atau penerima pensiun-pegawai
meninggal dunia, sedangkan ia tidak mempunyai

isteri/suami lagi yang berhak untuk menerima pensiun-
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janda/duda atau bagian pensiun-janda termaksud pasal
17 Undang-undang ini maka pensiun-janda diberikan
kepada anak/anak-anaknya
(4) Anak (anak-anak) yang berhak menerima pensiun-janda

atau bagian pensiun-janda menurut ketentuan-ketentuan
ayat (1) atau ayat (2) pasal ini, ialah anak (anak-anak)
yang pada waktu pegawai atau penerima pensiun-
pegawai meninggal dunia:

a. belum mencapai usia 25 tahun, atau

b. tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau

c. belum nikah atau belum pernah nikah.

Hak jaminan pensiun bagi janda/duda dibatasi
undang-undang. Berdasarkan UU RI Nomor 11 Tahun 1969
Pasal 19 ayat (3) “Jikalau hubungan perkawinan dengan
istri/suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung
mulai hari penceraian berlaku sah istri/suami itu dihapus
dari daftar istri-istri/suami yang berhak menerima pensiun-
janda/duda”. Undang-undang ini betul-betul membatasi
janda/duda, peraturan membatalkan gaji pensiun ketika
janda/duda nikah dan akan memberikan lagi jika
pernikahannya itu putus (cerai), dibatalkan jika janda/duda
yang  bersangkutan nikah lagi, terhitung dari bulan
berikutnya perkawinan itu dilangsungkan.

Hak pensiun janda/duda tersebut akan berakhir ketika

yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak ada lagi yang
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memenuhi syarat untuk menerimanya. Pasal 25 UU tersebut

menyebutkan, bahwa pemberian pensiun-janda/duda atau

bagian pensiun-janda berakhir pada akhir bulan:

a. Janda/dudayang bersangkutan meninggal dunia;

b. Tidak lagi terdapat anak yang memenuhi syarat-syarat
untuk menerimanya.

Kemudian Pasal 28 menyebutkan tentang pembatasan

pensiun janda/duda, yaitu ketika:

(1) Pensiun-janda/duda atau bagian pensiun-janda yang
diberikan kepada janda/duda yang tidak mempunyai anak,
dibatalkan jika janda/duda yang bersangkutan nikah lagi,
terhitung dari bulan berikutnya perkawinan itu
dilangsungkan.

(2) Apabila kemudian khusus dalam hal janda (janda-janda)
perkawinan termaksud pada ayat (1) pasal ini terputus,
maka terhitung dari bulan berikutnya kepada janda yang
bersangkutan diberikan lagi pensiun-janda atau bagian
pensiun-janda yang telah dibatalkan, atau jika lebih
menguntungkan, kepadanya diberikan pensiun-janda yang
menurut Undang-undang ini dapat diperolehnya karena
perkawinan terakhir.

HP PNS muslim berwujud gaji bulanan berupa uang
pensiun dan yang berwujud uang langsung sekaligus 1 (satu)

kali berupa tabungan hari tua telah diatur dalam peraturan

138



Dr. H. Muhsin Aseri, M Ag

perundang-undangan yang disebut dengan program asuransi

sosial pegawai negeri sipil. Program asuransi sosial PNS

terdiri dari asuransi dwiguna yang dikaitkan dengan usia

pensiun ditambah dengan asuransi kematian. Asuransi sosial

Pegawai Negeri Sipil termasuk jenis asuransi wajib. Disebut

asuransi wajib karena:

a. Berlakunya Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

C.

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan,
bukan berdasarkan perjanjian.

Pihak penyelenggara Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil adalah pemerintah yang didelegasikan kepada
Badan Usaha Mulik Negara (Pasal 14 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1992

Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil bermotif
perlindungan masyarakat yang dananya dihimpun dari
masyarakat Pegawai Negeri Sipil yang diancam risiko
pensiun dan hari tua

Dana yang sudah terkumpul dari masyarakat Pegawai
Negeri Sipil, tetapi belum digunakan sebagai dana
pensiun dan hari tua, dimanfaatkan untuk
kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil melalui program
investasi. (Abdulkadir Muhammad:2015)

HP PNS muslim berupa uang jaminan pensiun dan

jaminan hari tua bersumber dari iuran yang dipotong dari gaji

PNS setiap bulan yang dikelola oleh PT Taspen sebagai badan
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penyelenggara asuransi sosial atau Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial. Menurut Pasal 6 ayat (1) Peraturan

Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 ditentukan bahwa

peserta wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8%

(delapan pesersen) dari penghasilan sebulan tanpa tunjangan

pangan. Yang dimaksud peserta dalam PP itu adalah semua

Pegawai Negeri Sipil. PP RI Nomor 25 Tahun 1981 Pasal 13

ayat (1) menegaskan bahwa untuk menyelenggarakan

asuransi sosial didirikan suatu Badan Usaha Milik Negara
yang  berbentuk  Perusahaan  Perseroan (Persero)

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 9

Tahun 1969. Selanjutnya, penyelenggara asuransi sosial ini,

termasuk penyelenggara asuransi sosial Pegawai Negeri Sipil,

menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun

2004  tentang Sistem  Jaminan  Sosial = Nasional,

diselenggarakan atau dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS). Menurut UU RI Nomor 24 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 6:

(1) BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf a menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.

(2) BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf b menyelenggarakan program:

a. jaminan kecelakaan kerja;
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b. jaminan hari tua;
c. jaminan pensiun; dan
d. jaminan kematian.

Harta Peninggalan PNS muslim merupakan kumpulan
iuran wajib bulanan PNS beserta hasil pengembangannya
yang dikelola PT Taspen atau badan penyelenggara jaminan
sosial dalam bentuk asuransi sosial sebagai dana pensiun dan
jaminan hari tua. Sesuai Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor
11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun disebutkan bahwa
“kekayaan dana pensiun berasal dari iuran peserta, pemberi
kerja, hasil investasi dan pengalihan dari dana pensiun lain”.
UU RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional menegaskan lagi pada Pasal 35 ayat (1) “Jaminan
hari tua diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial atau tabungan wajib”. Demikian juga Pasal 39
ayat (1) “Jaminan pensiun diselenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sosial atau tabungan wajib”.
Lebih teknis Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
1981 menetapkan, “peserta wajib membayar iuran setiap
bulan sebesar 8% (delapan persen) dengan rincian 43/4%
(empat tiga-perempat persen ) untuk pensiun dan 31/4%
(tiga satu-perempat persen ) untuk tabungan hari tua dari
penghasilan sebulan”. Uang yang didapatkan PNS terkait
dengan pensiun untuk jaminan pensiun dan jaminan hari tua

adalah berasal dari akumulasi beberapa sumber yang
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dikelola. Atau dengan kata lain, sumber dana pensiun berasal
dari iuran peserta, dan ditambah juga dari hasil
pengembangannya. Bagi PT Taspen dan atau penyelenggara
asuransi sosial, iuran wajib PNS dan hasil pengembangannya
merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan
sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.
Hak ahli waris PNS terhadap HP PNS yang demikian
tidak lepas dari proses keikut sertaan ketika masih aktif
sebagai pegawai negeri sipil dimana seorang PNS senantiasa
menyisihkan sebagian gajinya dalam bentuk tabungan dan
asuransi yang dikelola oleh PT. Taspen. Dengan adanya
program jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi PNS yang
dikelola dalam bentuk campuran antara tabungan dan
asuransi Pegawai Negeri Sipil, tentunya mempunyai maksud
tujuan yang tidak lain adalah memelihara dan meningkatkan
kesejahteraan para PNS dan ahli warisnya. Asuransi sosial
adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan oleh
pemerintah berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan
asuransi  sosial adalah menyediakan jaminan atau
perlindungan  keuangan bagi para PNS beserta
tanggungannya (istri/suami/anak) kehidupan yang layak
pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya

apabila memasuki masa pensiun, atau meninggal dunia.
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Memperhatikan  peraturan perundang-undangan,
memang ada kesan, HP PNS muslim khususnya harta yang
berwujud gaji bulanan berupa uang jaminan pensiun
janda/duda dan wuang langsung sekaligus berupa uang
jaminan hari tua (Taspen) muncul atau ada setelah PNS
meninggal. Sebetulnya, harta berupa uang jaminan pensiun,
jaminan hari tua dan uang tabungan perumahan PNS sudah
ada saat PNS aktif (hidup) yakni dalam bentuk tabungan
iuran wajib PNS dan pengembangannya oleh PT. Taspen
(tabungan asuransi pegawai negeri) atau badan
penyelenggara jaminan sosial. Hal tersebut telah diatur pada
Pasal 29 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun dan Pasal 35 ayat (1) UU RI Nomor 40 Tahun
2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional serta Pasal 6
Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil. Dengan ditetapkan dan
dipotongnya iuran wajib PNS ketika aktif untuk uang jaminan
pensiun dan jaminan hari tua, kemudian diinvestasikan dan
dikembangkan oleh PT Taspen dalam bentuk asuransi sosial,
menunjukan bahwa HP PNS adalah hak (meski tidak
dikuasai) PNS yang sudah dimilikinya sejak masih aktif
(hidup) dan diserahkan/dibagikan pada waktu tertentu
setelah PNS muslim meninggal dunia.

Dalam hukum Islam harta peninggalan sering disebut

para fugaha dengan tirkah. Salah satu kriteria tirkah adalah
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harta yang berada dalam milik seseorang semasa hidupnya,
harta itu hak milik pewaris atau minimal ada andil pewaris
akan harta tersebut pada saat hidupnya. Sehingga, ketika
seorang meninggal dunia, harta benda yang ditinggalkan itu
beralih kepada -milik- ahli waris. Menurut Abdullah Berahim,
makna harta peninggalan (tirkah) adalah “segala apa yang
dimiliki atau harta benda/kekayaan yang secara nyata
dimiliki/dipunyai pewaris sewaktu masih hidup sampai
menjelang kematiannya, sampai saat akan meninggalnya”.

Menurut Satria Effendji, kriteria tirkah adalah:

a. Harta yang berada dalam milik seseorang semasa
hidupnya. Benda bergerak, tidak bergerak, dan sedang
ditangannya, ditangan orang lain.

b. Segala hak yang bernilai harta atau yang dapat dinilai
dengan harta hak bernilai harta: khiyar. Hak mengandung
makna harta: menetap disuatu bidang tanah yang
dikhususkan untuk membangun dan menanam hak
yang melekat pada benda, seperti hak utk
mempergunakan jalan dan memaanfaatkannya.

c. Harta yang didapat setelah wafat sebagai denda atas
tindakan penganiayaan terhadap dirinya. Denda
pembunuhan berupa diyat.

d. Harta yang didapat setelah wafatnya sbg hasil dari suatu

sebab yang menurut sifatnya akan mendatangkan laba, yg
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dilakukannya semasa dia hidup. Misal harta yg berasal
dana asuransi.

Hak kepemilikan HP PNS muslim dalam peraturan
perundang-undangan memberikan kesan bersifat terbatas,
tidak permanen. HP PNS dianggap sebagai harta hak negara
yang sewaktu-waktu bisa dicabut atau hilang kepemilikan
ahli waris PNS tersebut. UU Nomor 11 Tahun 1969 Pasal 16
ayat (1) dan Pasal 18, Pasal 25 dan Pasal 28 telah
menetapkan kriteria orang yang akan mendapatkan HP PNS
di antaranya ahli waris yang sah yakni yang sebelumnya telah
terdaftar pada kantor urusan kepegawaian, ketika yang
bersangkutan meninggal dunia atau tidak ada lagi yang
memenuhi syarat untuk menerimanya, dibatalkan jika
janda/duda yang bersangkutan nikah lagi, dan anak
diharuskan belum kawin, tidak mempunyai penghasilan
sendiri dan atau batas maksimal usia anak 25 tahun.

Dalam hukum Islam kepemilikan harta, baik harta
benda maupun hak kebendaan adalah bersifat permanen,
penuh, dan tidak dibatasi. Sebagian besar ulama fikih
(Jumhur ulama) berpendapat bahwa harta peninggalan atau
“tirkah ialah segala apayang menjadi milik seseorang, baik
harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi
oleh ahli warisnya setelah ia meninggal dunia”. (Muhibbin
Wahid:2009) Sayid Sabiq dalam Fighus Sunnah, mengartikan

harta peninggalan dengan istilah tirkah, yaitu :
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Lallas J)se Y e Canall 4S5 Le o 4S5

Lebih khusus lagi, Sayyid Abu Bakar menyatakan, bahwa
semua harta peninggalan baik berupa harta maupun hak

disebut tirkah:

G o) e (e Canall adla e o A4S )

Para Fuqaha berpendapat bahwa, “tirkah ialah apa
yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah meninggalnya, baik
merupakan harta maupun merupakan hak bersifat harta, atau
hak yang padanya lebih kuat unsur kehartaan atas hak
perorangan tanpa melihat kepada siapa yang berhak
menerimanya”. (T.M Hasbi Ash-Shiddieqy:1974)

Dari pengertian di atas dapat ditarik pemahaman
bahwa yang dimaksud tirkah adalah sesuatu yang dimiliki
seseorang manusia di masa hidupnya, dan ditinggalkan
sesudah meninggalnya, baik berupa harta maupun berupa
hak. Harta itu ada kalanya harta bersifat hak kebendaan, dan
ada kalanya harta yang bersifat kepribadian.

Kata harta peninggalan berarti yang ditinggalkan atau
harta peningggalan pewaris. Yang dimaksud dengan harta
peniggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh
pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli
warisnya. Oleh karena itu, harta peninggalan tersebut

haruslah harta yang sepenuhnya merupakan milik pewaris.
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Benda yang bukan sepenuhnya dimiliki, tidak dapat di
alihkan kepada ahli warisnya. Bentuknya mungkin benda
bergerak, benda tidak bergerak, berwujud atau berupa hak-
hak tertentu. Warisan itu adalah menyangkut harta benda,
dan harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi, di sini
terdapat hak kepemilikan yang penuh. Dengan jalan waris-
mewarisi itu akan terjadi peralihan, pemindahan hak
pemilikan atau hak milik dari pewaris kepada ahli waris. Jadi,
pada prinsipnya yang termasuk harta peninggalan itu bukan
hanya harta benda akan tetapi ada yang disebut dengan hak.
Harta yang berwujud gaji bulanan berupa pensiun
janda/duda dan berwujud langsung sekaligus berupa uang
tabungan hari tua adalah merupakan hak. Dengan demikian,
menurut hukum Islam, HP PNS muslim merupakan tikah
(harta peninggalan) berbentuk hak bersifat kebendaan. HP
PNS adalah hak PNS yang sudah diketahui dan dimilikinya
sejak masih aktif bekerja (ketika masih hidup), meski tidak
dikuasai karena dikelola dalam bentuk asuransi sosial oleh PT
Taspen atau penyelenggara jaminan sosial dan diserahkan
(didapatkan) kepada para ahli waris secara permanen tanpa
ada pembatasan waris pada waktu tertentu setelah PNS
muslim meninggal dunia.

Hukum Adat memandang HP PNS muslim adalah
sebagai harta peninggalan berbentuk hak. Wirjono

Prodjodikoro menyatakan, bahwa “warisan itu adalah soal
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apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan
kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada
waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain
yang masih hidup”. Menurut Ter Haar : “Hukum waris adat
adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana
dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta
kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi
pada generasi”. (Soerojo Wignojodipoero:1988) Pada hukum
adat, pembagian HP tidak selalu ditangguhkan sampai semua
hutang si peninggal warisan dibayar. Artinya, HP yang dapat
beralih kepada ahli waris tidak selalu dalam keadaan bersih
setelah dikurangi hutang pewaris, melainkan dapat saja ahli
waris menerima harta warisan yang didalamnya tercakup
kewajiban membayar hutang-hutang pewaris. Menurut
Rosnidar Sembiring, perbedaan yang tampak pada hukum
adat bahwa “Harta warisan menurut hukum waris adat tidak
merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi
merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau terdapat terbagi
menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya”.
Harta warisan adat tidak boleh dijual, sebagai kesatuan dan
uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para ahli waris
menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam

hukum waris Islam atau dalam KUH Pdt.
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Sejalan dengan hukum Islam dan hukum adat, hukum
barat (KUH Pdt) memandang HP PNS sebagai harta
peninggalan, sebagaimana pendapat Zainuddin Ali “Harta
warisan dalam sistem hukum waris eropa atau sistem hukum
perdata meliputi seluruh harta benda beserta hak dan
kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan
yang dapat dinilai dengan uang”. Pasal 833 KUH Pdt.
menegaskan “para ahli waris dengan sendirinya karena
hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak
dan semua piutang orang yang meninggal”. Pasal 874 KUH
Pdt. menyebutkan “segala harta peninggalan seseorang yang
meninggal dunia, adalah kepunyaan para ahli warisnya
menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum
mengadakan ketetapan yang sah”.

Dengan memperhatikan uraian di atas, dapat dipahami
bahwa HP PNS muslim di Indonesia memiliki karakteristik:
merupakan kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil
pengembangannya. HP PNS ada yang berwujud gaji bulanan
dan ada pula berwujud langsung sejumlah uang sekaligus 1
(satu) kali. HP PNS yang berwujud gaji bulanan terdiri atas
jaminan pensiun (pensiunan janda/duda) dan gaji terusan.
Adapun, HP yang berwujud uang sekaligus terdiri jaminan
hari tua (uang Taspen), tabungan perumahan PNS dan
santunan kematian berupa santunan sekaligus, uang duka,

biaya pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan
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HP PNS sudah diketahui dan dimiliki sejak masih aktif bekerja
(ketika masih hidup), tidak langsung dikuasai pewaris,
dikelola dalam bentuk asuransi sosial oleh PT Taspen atau
penyelenggara jaminan sosial, bersifat terbatas, tidak
permanen dan munculnya -diserahkan- kepada para ahli
waris pada waktu tertentu setelah PNS muslim meninggal

dunia.
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BAB 6

ANALISIS TERHADAP HARTA PENINGGALAN

PNS MUSLIM

A. Gaji Terusan

Gaji terusan adalah salah satu pemberian tunjangan
tambahan penghasilan bagi pensiun Janda/Duda/Anak
almarhum PNS. Hal ini didasarkan pada Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian
Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi  Pensiunan
Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, dan Surat Edaran Dirjen
Anggaran No.SE-90/A/1989 tgl 26 juli 1989 mengenai Gaji
Terusan.

Isi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980
tentang Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan bagi
Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 1
berbunyi:

Pasal 1
1) kepada janda/duda dari Pegawai Negeri Sipil yang

meninggal dunia diberikan Tambahan Tunjangan
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Penghasilan sebesar selisih antara pensiun janda/duda
yang akan diterimanya menurut peraturan yang
berlaku dengan penghasilan terakhir
almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil.

2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berlaku juga bagi janda/duda Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil yang meninggal dunia.

3) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diberikan selama 4 (empat) bulan dan berlaku
mulai bulan berikutnya setelah Pegawai Negeri Sipil/
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil meninggal dunia.

Pasal 2

Apabila terdapat lebih dari seorang istri yang berhak
menerima pensiun janda, maka tunjangan tambahan
penghasilan pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dibagi rata diantara janda yang sah dari almarhum Pegawai
Negeri Sipil/ Pensiunan Pegawai Negeri Sipil.

Dari ketentuan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan
Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda PNS di
atas secara eksplisit mengatur bahwa setelah PNS meninggal
dunia, jika [a meninggalkan seorang suami/istri (duda/janda)
atau anak, maka duda/janda/anak PNS yang meninggal dunia

berhak mendapatkan gaji terusan selama 4 bulan berturut-
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turut sebesar penghasilan terakhir sebelum Ia meninggal
dunia. Gaji terusan diberikan pada bulan berikutnya setelah
bulan PNS tersebut meninggal dunia. Setelah bulan keempat
dari mendapatkan gaji terusan, maka duda/janda/anak
mendapatkan pensiun pertama. Gaji terusan besarnya sama
dengan gaji pokok, hanya saja tidak dipotong IWP 10%, gaji
terusan hanya dikenakan potongan 2% asuransi kesehatan.
Yang berhak menerima gaji terusan tersebut menurut
ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan
Tambahan Penghasilan bagi Pensiunan Janda/Duda Pegawai
Negeri Sipil adalah janda/duda dengan diberikan tunjangan
tambahan penghasilan sebesar selisih antara pensiun
janda/duda yang akan diterimanya selama 4 (empat) bulan
berturut-turut. Manakala terdapat lebih dari seorang istri
yang berhak menerima pensiun janda, maka tunjangan
tambahan penghasilan pensiun dibagi rata diantara janda
yang sah dari almarhum PNS/Pensiun PNS. Dengan dasar
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980 tentang
Pemberian Tunjangan Tambahan Bagi Pensiun Janda/Duna
Pegawai Negeri Sipil, maka ahli waris yang berhak
mendapatkan gaji terusan sebagai HP PNS adalah janda/duda
baik dari seorang istri yang sah atau lebih, sedang untuk ahli
waris lainnya seperti anak -selama masih ada istri/suami-

tidak mendapat gaji terusan.
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Gaji terusan merupakan santunan yang diberikan
kepada duda/janda almarhum/almarhumah, karena ia
merupakan penghasilan tambahan yang diberikan kepada
suami/istri PNS. Hal ini dikarenakan gaji terusan
dikategorikan sebagai hadiah/santunan yang merupakan hak
secara yuridis dipunyai setelah meninggal dunia PNS
tersebut. Dengan demikian maka janda/duda almarhum PNS

mendapatkan seluruh dari gaji terusan tersebut.

B. Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparat Sipil Negara Pasal 21 (c) menyebutkan,
bahwa PNS berhak memperoleh jaminan pensiun dan
jaminan hari tua. Dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi
Sosial Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa hak-hak
peserta (PNS) terdiri dari pensiun dan tabungan hari tua.
Dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) disebutkan :

Pasal 10

(D Yang berhak mendapat pensiun
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, ialah :

a) peserta; atau
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b) janda/duda dari peserta, dan janda/duda
dari penerima pensiun; atau

c) yatim piatu dari peserta, dan yatim piatu
dari penerima pensiun; atau

d) orang tua dari peserta yang tewas yang
tidak meninggalkan janda/duda/anak yatim piatu
yang berhak menerima pensiun.

(2) Yang berhak mendapat tabungan hari tua
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981, ialah :

a) peserta dalam hal yang bersangkutan
berhenti dengan hak pensiun atau berhenti sebelum
saat pensiun;

b) istri/suami, anak atau ahli waris peserta
yang sah dalam hal peserta meninggal dunia.

Berdasarkan peraturan perundang-
undangan di atas maka seorang PNS yang meninggal dunia,
berapun masa kerjanya, berhak atas pensiun yang diberikan
kepada ahli warisnya. Selain itu juga seorang PNS
mendapatkan tabungan hari tua yaitu jaminan hari tua dalam
bentuk asuransi yang diterima pada saat yang bersangkutan
berhenti karena pensiun, meninggal dunia atau berhenti
tanpa hak pensiun. Selain dari itu sebagai tambahan
diberikan pula jaminan kematian bagi peserta dan

keluarganya. Hak atas tabungan hari tua sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 8 Huruf b, diberikan dalam hal peserta
berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau karena
sebab-sebab lain.

Sebagai sebuah asuransi maka berlaku pembayaran
premi bagi PNS. Premi adalah sejumlah uang yang dibayar
tertanggung kepada penanggung sebagai imbalan risiko yang
ditanggungnya. Adapun premi yang ada dalam asuransi sosial
PNS adalah iuran setiap bulan yang wajib dibayar oleh PNS.

Adapun premi yang dibayar PNS setiap bulannya untuk
pensiun dan tabungan hari tua bersumber dari gaji PNS,
sebagaimana bunyi Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1981 yaitu untuk pensiun dan tabungan
hari tua, besar iurannya 8% dari dari penghasilan setiap
bulan tanpa tunjangan pangan, dengan rincian 434% (empat
tiga perempat persen) untuk pensiun dan 3%% (tiga satu-
perempat persen) untuk tabungan hari tua. Dengan demikian,
selama seorang menyandang predikat PNS sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 1981, maka dari penghasilannya setiap
bulan wajib membayar iuran setiap bulan sebesar 8%
(delapan persen) yang pemotongannya langsung dilakukan
oleh negara. Dana tersebut baru dapat diambil dan
diserahkan kepada PNS yang bersangkutan setelah mereka

pensiun, dan apabila meninggal dunia sebelum pensiun maka
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dana tersebut diserahkan kepada ahli warisnya, sebagaimana
diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981.

Dari ketentuan pasal-pasal tersebut, dana pensiun dan
tabungan hari tua yang langsung dipotong oleh Negara dari
penghasilan seorang PNS setiap bulan adalah merupakan
penghasilan PNS bersangkutan setiap bulan, hanya saja
pembayarannya (pengembaliannya) oleh negara dilakukan
setelah PNS bersangkutan pensiun atau meninggal dunia
sebelum pensiun. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua
merupakan harta yang sudah dimiliki PNS pada saat
hidupnya, ketika aktif sebagai PNS dan didapatkan PNS
setelah meninggal dunia. KHI, Pasal 171 huruf d
menyebutkan bahwa harta peninggalan adalah harta yang
ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang
menjadi miliknya maupun hak-haknya. Ini artinya bahwa
yang dikatakan HP adalah bahwa harta benda yang
ditinggalkan itu harus telah dimiliki pewaris semasa
hidupnya. Dengan demikian, maka harta berupa jaminan
pensiun dan jaminan hari tua dapat dikategorikan sebagai
tirkah.

HP PNS berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua
dapat dikategorikan sebagai harta bersama, karena harta
tersebut didapatkan ketika dalam ikatan perkawinan suami

dengan istrinya yang putus karena kematian. Sejak seorang
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PNS melangsungkan pernikahan dengan pasangannya, maka
sejak perkawinan itu dilaksanakan semua penghasilan yang
diperoleh PNS itu merupakan harta bersama dengan
pasangannya, termasuk dana Taspen yang pembayarannya
oleh negara dilakukan setelah PNS tersebut pensiun atau
meninggal dunia sebelum pensiun.

Terhadap pensiun bulanan dan tabungan hari tua dapat
dikualifikasikan sebagai harta bersama yang tidak berwujud.
Yang dimaksud dengan harta bersama yang tidak berwujud
dalam KHI Pasal 91 ayat (3) adalah hak maupun kewajiban.
Dasar dari memasukkan pensiun bulanan dan tabungan hari
tua sebagai harta bersama karena pensiun bulanan dan
tabungan hari tua itu diperoleh dalam masa ikatan
perkawinannya dengan pasangannya, dan dibagi atau
diserahan hak tersebut setelah PNS itu pensiun atau
meninggal dunia.

Sebagai harta bersama maka janda/duda almarhum PNS
menerima separuh harta bersama sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI: "Separuh harta
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.
Dalam perspektif fikih, maka ketentuan ini selaras dengan
konsep syirkah. Harta bersama suami istri “dikonstruksikan
dengan syirkah karena antara suami dan istri terjadi

perkongsian, sehingga adalah sesuatu yang wajar dan logis
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untuk memberikan hak dan bagian yang adil apabila
perkawinan berakhir baik karena wafat salah satu di antara
suami atau istri”.

Terkait dengan PNS yang meninggalkan istri lebih dari
satu, maka ketentuan harta bersama berpedoman pada
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
dimana dijelaskan bahwa istri kedua dan seterusnya tidak
berhak atas harta bersama istri sebelumnya. Pasal 65 ayat (1)
menyatakan, bahwa dalam hal seorang suami beristri lebih
dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun
berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka
berlakulah ketentuan berikut:

a) Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak
atas harta bersama yang telah ada sebelum
perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu
terjadi;

b) Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta
bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-
masing.

Sebagai harta bersama maka janda/duda almarhum PNS
menerima separuh harta bersama sebagaimana yang
disebutkan dalam Pasal 96 ayat (1) KHI: "Separuh harta
bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”.
Dalam perspektif fikih, maka ketentuan ini selaras dengan

konsep syirkah. Harta bersama suami istri “dikonstruksikan
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dengan syirkah karena antara suami dan istri terjadi
perkongsian, sehingga adalah sesuatu yang wajar dan logis
untuk memberikan hak dan bagian yang adil apabila
perkawinan berakhir baik karena wafat salah satu di antara
suami atau istri”.

Dalam hukum Islam, HP PNS muslim berupa jaminan
pensiun dan jaminan hari tua termasuk harta tirkah yang
harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Ketika seseorang
meninggal dunia pada dasarnya harta kekayaannya dan
seluruh hak-hak materil (al-huquq al-maliyah) yang
ditinggalkannya beralih demi hukum secara otomatis kepada
serta menjadi hak ahli warisnya (man taraka ma lan
faliwarisatihi). Sehingga, jika PNS muslim meninggalkan
selain istri dan anak, ada ahli waris lainnya, maka ahli waris
lainnya juga berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan
jaminan hari tua. Dan tidak hanya diperuntukkan secara
prioritas sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2)
Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1981 tentang
Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil.

Jaminan pensiun dan jaminan hari tua PNS muslim bukan
merupakan santunan yang diberikan secara hierarki, yakni
kepada janda/duda/anak/orang tua (salah satu ahli waris),
tetapi merupakan HP yang diberikan kepada seluruh ahli

waris. Hal ini dikarenakan jaminan pensiun dan jaminan hari

160



Dr. H. Muhsin Aseri, M Ag

tua dikategorikan sebagai tirkah atau harta waris dan harta
bersama. Dengan demikian maka pembagian HP PNS muslim
dalam hal ini, janda/duda almarhum PNS mendapat bagian
harta bersama (gono-gini) %2 (separuh) dari jaminan pensiun
dan jaminan hari tua dan % (separuhnya) lagi dibagi kepada
semua ahli waris dan termasuk janda/duda sebagai

istri/suami pewaris sesuai dengan hukum waris

C. Jaminan Kematian

Ketika seorang PNS muslim meninggal dunia, jika ia
meninggalkan suami/istri/anak/orang tua, maka keluarga
PNS yang meninggal dunia berhak mendapatkan
perlindungan dari pemerintah dalam bentuk jaminan
kematian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparat Sipil Negara, Pasal 92 Ayat (1)
Huruf ¢ menyebutkan bahwa PNS mendapatkan berbagai
macam perlindungan, salah satunya adalah jaminan
kematian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun
2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan
Kematian bagi Pegawai ASN, Jaminan Kematian yang diterima
ahli waris (duda/janda/anak/orang tua) berupa uang duka,
santunan sekaligus, biaya pemakaman, dan bantuan

beasiswa.
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Terkait dengan peristiwa kematian, Peraturan
Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparat
Sipil Negara, terdapat dua istilah yang berbeda, yaitu tewas
dan wafat. Pasal 18 ayat (1) PP tersebut menyebutkan bahwa
tewas adalah meninggal dunia dalam keadaan dan karena
menjalankan tugas kewajibannya, atau meninggal dunia
dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas.
Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan bahwa wafat adalah
meninggal dunia yang bukan diakibatkan oleh hal-hal
sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1).

Menurut Pasal 23 PP Nomor 70 Tahun 2015, bahwa
manfaat Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan kematian
terdiri atas: santunan sekaligus, uang duka, biaya
pemakaman, dan bantuan beasiswa.

1) Santunan Sekaligus
a. Santunan Kematian Kerja karena Tewas
Santunan kematian kerja diberikan kepada ahli
waris dari Peserta yang tewas sebesar 60% (enam
puluh persen) dikali 80 (delapan puluh) gaji terakhir
yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 15 PP Nomor 70
Tahun 2015).

b. Santunan Sekaligus karena Wafat

162



Dr. H. Muhsin Aseri, M Ag

Santunan sekaligus diberikan kepada ahli waris
peserta yang wafat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima
belas juta rupiah) yang dibayarkan 1 (satu) kali
(Pasal 24 PP Nomor 70 Tahun 2015).

2) Uang Duka
a. Uang Duka Tewas
PNS yang tewas, diberikan haknya berupa
uang duka tewas sebesar 6 (enam) kali gaji
terakhir yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 16
ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 70
Tahun 2015).
b. Uang Duka Wafat
PNS yang wafat akan diberikan uang duka
wafat sebesar 3 (tiga) kali gaji terakhir penghasilan
sebulan yang dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 25 PP
Nomor 70 Tahun 2015).
3) Biaya Pemakaman
a. Biaya Pemakaman Tewas
Biaya pemakaman diberikan kepada ahli
waris Peserta yang tewas. Biaya pemakaman
karena tewas diberikan sebagai penggantian atas
biaya yang meliputi peti jenazah dan
perlengkapannya, tanah pemakaman dan biaya di
tempat pemakaman. Besaran biaya pemakaman

karena tewas diberikan oleh Pengelola Program
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sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
dan dibayarkan 1 (satu) kali (Pasal 17 PP Nomor
70 Tahun 2015).
b. Biaya Pemakaman Wafat
Biaya pemakaman diberikan kepada ahli
waris Peserta yang wafat sebagai penggantian atas
biaya yang meliputi: peti jenazah dan
perlengkapannya, serta tanah pemakaman dan
biaya di tempat pemakaman. Besaran biaya
pemakaman diberikan oleh Pengelola Program
sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu
rupiah (Pasal 26 PP Nomor 70 Tahun 2015).
c. Bantuan Beasiswa
Berdasarkan Pasal 20 PP Nomor 70 Tahun
2015, bantuan beasiswa diberikan kepada 1 (satu)
orang anak dari peserta dengan ketentuan:
a) masih sekolah/kuliah;
b) berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima)
tahun;
c) belum pernah menikah; dan
d) belum bekerja.
Bantuan beasiswa diberika kepada anak dari peserta

yang tewas dengan ketentuan:
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1) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah
tingkat dasar diberikan bantuan beasiswa sebesar
Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);

2) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah
lanjutan tingkat pertama diberikan bantuan
beasiswa sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima
juta rupiah);

3) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di sekolah
lanjutan tingkat atas diberikan bantuan beasiswa
sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta
rupiah);

4) Bagi anak dari peserta yang masih duduk di
pendidikan tingkat diploma, sarjana, atau setingkat
diberikan bantuan beasiswa sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Adapun bantuan beasiswa pada anak peserta yang
karena wafat diberikan kepada 1 (satu) orang sebesar
Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diserahkan
secara sekaligus (Pasal 29 PP 70 2015).

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas,
Jaminan Kematian merupakan salah satu bentuk
perlindungan terhadap PNS dengan memberikan santunan,
uang duka, biaya pemakaman, dan beasiswa kepada ahli
warisnya (duda/janda/anak/orang tua). Jaminan Kematian

bukan bersumber dari gaji PNS, tetapi munculnya
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(bersumber) secara sepihak diberikan kepada keluarga PNS
sebagai bentuk perwujudan simpati dan penghargaan
pemerintah kepada keluarga PNS yang ditimpa duka. Uang
Jaminan kematian ini bukan merupakan harta yang dimiliki
PNS pada saat hidupnya dan harta ini didapatkan PNS setelah
meninggal dunia, maka bukan dikategorikan sebagai HP PNS
(tirkah). Pasal 171 huruf d KHI menyebutkan bahwa harta
peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik
yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-
haknya. Ini artinya bahwa yang dikatakan HP adalah bahwa
harta benda yang ditinggalkan itu harus telah dimiliki
pewaris semasa hidupnya. Jaminan kematian itu tidak dapat
dikategorikan sebagai harta bersama, karena harta tersebut
didapatkan setelah ikatan perkawinan suami dengan istrinya
putus karena kematian. Dalam hukum Islam, HP PNS muslim
berupa jaminan kematian tidak termasuk harta tirkah yang
harus dibagi kepada seluruh ahli waris. Jaminan kematian
adalah harta hibah, hibah dari pemerintah kepada keluarga
PNS yang meninggal dunia. Sehingga yang mendapatkan uang
jaminan kematian adalah secara berurutan janda/duda, anak,
dan atau orang tua.

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan
yang mengatur HP PNS muslim berupa jaminan kematian

seperti Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang
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Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor
25 Tahun 1981 jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI
Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai
Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara telah sesuai dengan

hukum Islam.
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BAB 7

PENUTUP

A. Simpulan

Karakteristik HP PNS muslim di Indonesia menurut
peraturan  perundang-undangan terdiri dari harta
peninggalan berbentuk hak yang bersifat kebendaan,
kumpulan iuran wajib PNS ketika aktif beserta hasil
pengembangannya dalam bentuk asuransi sosial, harta
peninggalan ada yang berwujud gaji bulanan berupa jaminan
pensiun (gaji pensiun janda/duda) dan gaji terusan, dan ada
pula yang berwujud uang sekaligus berupa jaminan hari tua
(uang taspen), tabungan perumahan PNS dan jaminan
kematian seperti santunan sekaligus, uang duka, biaya
pemakaman, dan bantuan beasiswa. Hak kepemilikan HP PNS
bersifat terbatas, tidak permanen dan munculnya atau
didapatkan pada waktu tertentu setelah PNS muslim
meninggal dunia.

Dilihat dari waktu kepemilikan dikaitkan dengan
sumber HP PNS muslim, ada dua jenis kepemilikan. Pertama,

harta didapat saat atau setelah PNS muslim meninggal dunia.
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Harta tersebut berupa gaji terusan dan jaminan kematian
yang terdiri dari santunan sekaligus, uang duka, biaya
pemakaman, dan bantuan beasiswa. HP PNS yang diperoleh
dari santunan sebagai penghargaan pemerintah kepada
keluarga atau ahli waris PNS. Dalam hukum Islam harta
tersebut termasuk harta hibah, hibah dari pemerintah kepada
ahli waris atau keluarga PNS muslim. Kedua, harta
peninggalan sudah dimiliki (diperoleh) pada saat hidup atau
aktifnya PNS, namun tidak langsung dikuasai pewaris. la
merupakan kumpulan iuran wajib bulanan PNS beserta hasil
pengembangannya yang dikelola PT Taspen atau badan
penyelenggara jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial.
HP PNS muslim berupa uang jaminan pensiun, jaminan hari
tua dan pengembalian tabungan perumahan PNS ini
berdasarkan teori tujuan hukum, teori pemberlakuan hukum
Islam dan teori giyas, termasuk kategori tirkah atau harta
waris dan harta bersama.

Peraturan perundang-undangan tentang pembagian
HP khusus PNS di Indonesia terkait dengan hak-hak keluarga
PNS muslim sudah saatnya direvisi, karena aturan tersebut
menimbulkan problem hukum dalam hukum Kkewarisan
Islam. Problem tersebut terkait dengan pembagian harta

peninggalan khusus PNS muslim.
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Peraturan yang perlu direvisi yaitu Undang-Undang RI
Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun
Janda/Duda Pegawai terutama pada Pasal 16 dan 18, ayat (1)
dan (2), Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1992 tentang
Dana Pensiun Pasal 22 dan 23, Peraturan Pemerintah RI
Nomor 25 Tahun 1981 sebagaimana diubah  menjadi
Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun
1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Pasal 10 ayat
(1) dan ayat (2). Peraturan perundang-undangan tersebut
berkaitan dengan pembagian harta peninggalan PNS muslim
berupa jaminan pensiun bulanan dan jaminan hari tua yang
seharusnya sesuai dengan hukum kewarisan Islam dibagi
kepada ahli waris lainnya dan tidak hanya dikhususkan pada
salah satu ahli waris saja.

Kepada para hakim agama di lingkungan Peradilan
Agama agar dalam memutus perkara terkait sengketa HP PNS
tidak hanya merujuk kepada peraturan perundang-undangan
tetapi juga harus berpedoman kepada hukum kewarisan

I[slam kontemporer.
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